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SITI YUSNIAR Y. K. (B11109399). Analisis Dampak Penggunaan 
Antena Parabola Secara Bebas di Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum 
Telekomunikasi Internasional), dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai 
Pembimbing I dan Judhariksawan sebagai Pembimbing II. 
 Alat telekomunikasi telah menjadi salah satu penopang dalam 
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di era globalisasi saat ini, alat 
telekomunikasi telah berkembang sangat cepat dan fungsi dari alat 
telekomunikasi tidak lagi hanya sebagai alat untuk mengirim pesan. 
Informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, 
mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerce atau e-commerce), 
pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-medicine), telekarya, 
industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap 
masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah terpencil maupun 
di perbatasan dalam penggunaan alat telekomunikasi dalam bidang 
penyiaran, yakni Antena Parabola. 
 Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah dengan melakukan pnelitian lapangan ( Field Research ) dan 
penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian Lapangan dilakukan 
dengan melakukan wawancara secara langsung pada Staf-staf 
Departemen Kementrian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia Pusat (TVRI), dan Kepala 
Desa serta warga Kampung Baro‟bo Desa Bulu‟sibatang Kecamatan 
Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Sedangkan penelitian kepustakaan 
dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dengan mengumpulkan data melalui buku, jurnal ilmiah 
hukum, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 
materi dari skripsi ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
normatif deskriptif dengan maksud untuk mengolah data yang telah 
diperoleh sehingga menjadi karya ilmiah / skripsi yang terpadu dan 
sistematis. 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis 
selama penelitian, maka hasil didapatkan adalah antara lain: (1) Indonesia 
sebagai salah satu negara penganut paham free flow of information oleh 
karena itu pemerintah tidak memiliki peraturan yang secara signifikan 
mengatur masalah yang terkait dengan penggunaan antena parabola. (2) 
media  massa  terutama  televisi dan radio menjadi instrument efektif-
efisien untuk mendistribusikan  dan melakukan penetrasi nilai atau 
wacana dominan dalam benak individu maupun masyarakat (3)  
Pemerintah menganggap antena parabola bukan merupakan suatu 
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A. Latar Belakang 
Manusia sebagai homo socius1 memiliki kemampuan dalam 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan individu-individu lain. Sejak zaman 
prasejarah hingga era teknologi kini, telah banyak evolusi-evolusi cara 
maupun alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Berkembangnya 
era komunikasi dan informasi tentunya telah membantu mendorong 
tingkat kesejahteraan, perekonomian maupun gaya hidup masyarakat kini.  
Pesatnya perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari 
sejarah para pendahulu sebagai awal cikal bakal teknologi informasi. Dulu 
beratus-ratus tahun sebelum Masehi, Darius, raja Persia menempatkan 
prajuritnya di setiap puncak bukit lalu mereka saling berteriak satu sama 
lain untuk menyampaikan informasi. Sementara itu, bangsa Indian dapat 
berkomunikasi pada jarak puluhan mil dengan teknik hembusan asap. 
Bentuk tulisan yang pertama digunakan adalah piktograf dari orang 
Sumeria (3000 sM) yang sesungguhnya berupa gambar benda yang 
tampak sehari-hari.Lama-kelamaan piktograf berubah menjadi ideograf 
yang mampu menyatakan gagasan. Kemudian, simbol-simbol yang dapat 
menggambarkan bunyi hingga akhirnya menjadi abjad modern.  
                                                             
1 Homo socius yakni manusia dapat hidup bermasyarakat. 
2 
Penemuan mesin cetak oleh Johannes Guttenberg pada tahun 
1440, kemudian mengantar manusia untuk mengenal media komunikasi 
massa cetak atau surat kabar pada abad ke-17. Hal ini kemudian terus 
berlanjut hingga ditemukannya Kode Morse oleh Samuel Finlay Breese 
Morse dan Telepon oleh Graham Bell. Tidak hanya itu berhenti di situ,  
para ilmuwan lain mulai bermunculan dengan memperkenalkan 
penemuan-penemuan mereka, salah satunya yakni Gelombang Radio 
oleh Heinrich Hertz dan penemuan Perangkat Radio oleh ilmuwan italia 
Guglielmo Marconi. Inilah tonggak lahirnya telekomunikasi tanpa 
kabel.Eksperimen-eksperimen para ilmuwan ini kemudian berkembang 
hingga ditemukannya sistem telekomunikasi melalui satelit, parabola, 
transmisi gelombang mikro, system digital, dan computer-internet, serta 
telepon seluler. 2  
Di abad ke-21 yang telah maju dan mengglobal telah banyak 
mengubah masyarakat dunia baik dalam berinteraksi satu sama lain 
maupun dalam mendapatkan informasi, bahkan hal ini juga ikut serta 
mempengaruhi kegiatan perekonomian tiap negara. Dunia kini telah 
memasuki suatu masyarakat yang telah berorientasi kepada 
informasi.Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak 
sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerce 
atau e-commerce), pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-
                                                             
2
  Judhariksawan, 2005.Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 2. 
3 
medicine), telekarya, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor 
hiburan. 3  
Komunikasi dan Informasi memiliki peran yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu banyak ilmuwan yang terus 
melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan alat telekomunikasi 
secara terus-menerus. Salah satu bukti pentingnya peran alat 
telekomunikasi, yakni pada tahun 1910 di sebuah kapal, Montroase, 
nahkoda menemukan salah seorang penumpangnya, yaitu Dr. Crippen 
dikenal sebagai pembunuh keji yang mencoba melarikan diri ke Kanada. 
Berkat bantuan Kode Morse yang dikirimkan melalui udara dengan 
bantuan perangkat Marconi, seorang detektif segera menggunakan kapal 
yang lebih cepat dan menangkap Dr.Crippen di pelabuhan Kanada. Selain 
itu, dua tahun kemudian, seharusnya banyak jiwa yang dapat ditolong 
pada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic, namun karena operator radio 
pada sebuah kapal yang didekatnya sedang terlelap sehingga tidak 
menangkap isyarat telegraf yang dikirim oleh operator radio Titanic. 
Karena peristiwa itu pulalah semua kapal kemudian diwajibkan 
berdasarkan Hukum Internasional harus membawa telegraf tanpa kawat 
dan selalu bersiaga terhadap isyarat permintaan tolong dari kapal lain.
4
  
Salah satu contoh lain dari pentingnya fungsi alat telekomunikasi, 
yakni dalam membantu memproklamasikan kemerdekaan rakyat 
                                                             
3
  Danrivanto Budhijayanto. 2010. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi 
Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 1. 
4
  Ibid. hlm. 4. 
4 
Indonesia ke seluruh pelosok tanah air dan dunia. Dari pemancar radio 
sederhana para pemuda indonesia mendapatkan informasi penting 
tentang kekalahan penjajah dan memberikan dorongan semangat untuk 
segera mengumandangkan kemerdekaan. Berita proklamasi 
kemerdekaan yang pertama-tama disiarkan ke luar negeri berasal dari 
Stasiun Radio Pemancar PTT di Dayeuhkolot pada tanggal 17 Agustus 
1945 itu juga.  
Di sini terbukti betapa pentingnya peranan telekomunikasi sebagai 
salah satu alat komunikasi yang dapat mengudara dan meniadakan batas 
maupun hambatan apapun. Dengan telekomunikasi, persatuan nasional 
Indonesia dapat terjaga di saat kondisi negara yang sedang tercerai 
berai.5 
Dari beberapa peristiwa dan kegunaan alat telekomunikasi yang 
dipaparkan sebelumnya tentu sudah menjadi salah satu bukti besarnya 
peranan alat komunikasi terutama di zaman era globalisasi ini. Salah satu 
alat komunikasi yang menjadi perhatian khusus oleh penulis yakni tentang 
penggunaan parabola dalam bidang penyiaran, terutama dalam 
mendapatkan siaran-siaran luar yang didapat secara langsung melalui 
satelit (Direct Broascasting Satellite) sehingga siaran tersebut tidak 
melalui sensor karena merupakan siaran yang langsung ditangkap dari 
luar akibat dari peluberan siaran (spill over). Hal inilah yang kemudian 
                                                             
5
  Neman, Christofel. Sejarah Telekomunikasi di Indonesia. 
http://christofel22.wordpress.com/sistem-telekomunikasi/sejarah-telekomunikasi-di-
indonesia/. Tuesday, October 23, 2012 14:15:08 . 
5 
ingin dikaji oleh penulis melihat begitu besarnya dampak dari penggunaan 
parabola itu sendiri secara luas. Apalagi di Indonesia tidak ada undang-
undang ataupun peraturan yang mengatur penggunaan parabola, 
sedangkan untuk negara-negara lain seperti negara tetangga kita, 
Malaysia, menganggap bahwa penggunaan parabola adalah haram, 
sehingga pemerintah dan kerajaan mengeluarkan peraturan yang 
melarang warga mereka untuk menggunakan parabola dengan bebas. 
Dampak dari penggunaan parabola sangat besar terutama dalam 
perubahan ideologi dan budaya suatu masyarakat. Salah satunya dapat 
dilihat dari beberapa tayangan yang mampu mengubah pola perilaku dan 
kebiasaan individu seperti tontonan dari barat yang tentunya memiliki 
perbedaan budaya dan ideologi dengan negara Indonesia yang 
menonjolkan busana terbuka dan pergaulan bebas di kalangan remaja, 
hal ini tentu saja mempengaruhi remaja indonesia yang menonton 
tayangan tersebut secara tidak langsung karena menganggap hal tersebut 
merupakan sesuatu yang keren dan menjadi trend saat ini.  
Selain tayangan film-film tentang dunia remaja negara-negara 
barat, program siaran Smack Down yang diputar oleh televisi-televisi 
swasta dan ditonton oleh masyarakat terutama kalangan anak-anak 
berdampak pada pola perilaku mereka hingga mengakibatkan jatuhnya 
korban jiwa. Salah satu kasus yang terjadi yakni tewasnya Reza Ikhsan 
Fadilah (9) siswa kelas III SDN Cingcin I Katapang, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat, pertengahan November lalu. Reza meninggal setelah sempat 
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sakit seusai bermain gulat bebas bersama tiga temannya. Sejumlah saksi 
menuturkan, Reza konon dipelintir kedua tangannya ke belakang dan 
kemudian ditindih tiga temannya. Permainan ini dilakukan meniru-niru 
adegan yang mereka lihat dalam tayangan televisi.6Hal ini tentu menjadi 
perhatian serius serta contoh betapa besarnya dampak yang ditimbulkan 
dari siaran-siaran televisi yang tidak melalui sensor kelayakan dalam 
penayangannya. 
Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentu sangat dibutuhkan 
dalam hal ini, namun jika dikaitkan mengenai siaran luar yang didapat 
secara langsung oleh masyarakat melalui parabola, tidak termasuk ke 
dalam kewenangan KPI. Awalnya penggunaan parabola itu sendiri adalah 
untuk mendapatkan siaran-siaran televisi swasta yang tidak dapat 
dijangkau oleh daerah-daerah sehingga masyarakatnya menggunakan 
parabola, itulah mengapa pengguna parabola kebanyakan berasal dari 
daerah-daerah. 
Kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai besarnya 
dampak negatif yang akan timbul jika tidak ada pengendalian langsung 
dari pemerintah sendiri dalam menangani penggunaan parabola tentu saja 
akan menjadi bom waktu terhadap perubahan perilaku maupun kebiasaan 
masyarakat Indonesia. 
Penayangan dari dalam negeri terkadang dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap masyarakat seperti tayangan masak oleh salah 
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  Suara Pembaruan. Korban Smack Down.http://opini.wordpress.com /2006/11/27/ 
korban-smack-down/. Tuesday, October 23, 2012 13:54:48  
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satu televisi swasta yang mengumbar keseksian kokinya, justru menarik 
penonton dari kalangan remaja pria karena adanya efek sensualitas. Jika 
tayangan yang disiarkan oleh televisi-relevisi lokal mampu memberikan 
dampak negatif, apalagi siaran dari luar negeri yang notabene memiliki 
perbedaan kebudayaan dan ideologi negara. 
Siaran luar negeri baik itu berupa film, video musik, ataupun 
berbagai rangkaian acara  yang membludak memasuki kebudayaan 
masyarakat kita dewasa ini, tanpa sadar telah membawa berbagai 
dampak/efek dalam kehidupan, baik itu dampak positif ataupun dampak 
negatif. Dampak Positif dari siaran luar negeri salah satunya adalah 
informasi dan kreasi yang beragam serta seni dari kebudayaan berbeda 
yang memberikan inspirasi dan bisa kita pelajari. Namun ibarat 2 (dua) sisi 
mata uang yang berbeda, selain dari dampak positif, siaran luar negeri 
juga mempunyai dampak/efek negatif. 
1. Dampak Negatif Siaran Luar Negeri Untuk Produktifitas Siaran 
Dari Dalam Negeri 
a. Perubahan Nilai & Pergeseran Kebudayaan Dalam Siaran 
Dalam Negeri 
Siaran luar negeri dalam berbagi bentuk (film, acara-acara, video 
musik dan talk show dll) telah ikut bertanggung jawab akan perubahan 
moril dan pergeseran budaya yang terkandung dalam acara-acara lokal. 
Padahal tidak semuanya bagus dan bisa untuk disajikan sehubungan 
dengan adat dan kebudayaan kita orang timur. 
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Di luar negeri, dalam hal ini sebut saja “orang barat” memiliki norma 
dan kebudayaan yang berbeda. Hal-hal seperti kebebasan berekspresi, 
seks, kekerasan dan moral yang sangat jauh dari sopan santun, 
merupakan perbedaan mendasar yang seharusnya tidak ditampilkan 
dalam siaran kita. Bukan tidak mungkin kelak kita akan kehilangan ciri 
khas kebudayaan kita sebagai orang timur. 
b. Matinya Kreatifitas 
Dewasa ini acara lokal banyak yang mengadopsi siaran luar negeri, 
dan bahkan menjiplak habis siaran luar negeri. Hal ini tentu saja akan 
mematikan kreatifitas dan memundurkan kreasi dari penyedia acara lokal. 
Selain itu ciri khas dari isi acara dalam negeri akan hilang. 
c. Matinya Siaran Lokal 
Materi dan isi dari siaran luar negeri lebih diminati dewasa ini 
daripada siaran dalam negeri (lokal) membuat perusahaan yang 
memproduksi siaran lokal telah kalah bersaing. Hal ini tentunya membawa 
dampak lebih besar dari kelihatannya. Salah satunya adalah dengan 
berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang usaha siaran lokal. Lihat saja 
kemunduran dalam dunia perfilman Indonesia saat ini. Bukan hanya itu 
saja, apabila dibahas lebih dalam hal ini erat kaitannya dengan 
perekonomian kerakyatan di Indonesia. 
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2. Dampak Negatif siaran Luar Negeri Untuk Remaja dan Anak- 
anak7  
a. Pergeseran kebudayaan, Perubahan berperilaku dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Televisi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 
perkembangan jiwa dan psikososial. Beberapa dari wujud pengaruh 
tersebut adalah: Tayangan tertentu televisi menumbuhkan sifat agresif 
dan perilaku kasar pada anak-anak.Masalah ini telah diperdebatkan dalam 
beberapa dekade terakhir ini dan lebih dari 4000 penelitian telah 
menunjukkan bahwa tontonan yang berisi kekerasan menimbulkan 
perilaku agresif pada anak. Telah menjadi konklusif bahwa menonton 
tayangan yang berisi kekerasan akan mengkondisikan anak untuk meniru 
apa yang dia tonton di televisi tersebut sebab mereka menerima kejadian 
di televisi seolah itu memang terjadi. Mereka tidak mengetahui tentang 
trik-trik dan tipuan kamera, akting atau efek film. Mereka akan percaya 
bahwa tindakan kekerasan terhadap “orang jahat” adalah tindakan yang 
heroik, walau tindakan itu tidak mengindahkan prosedur hukum yang 
berlaku. 
Penelitian atas dampak program MTV dilakukan atas perilaku 222 
pasien RS Jiwa. Dalam penelitian tersebut para pasien ini dibiarkan 
menonton hanya program MTV selama 7 bulan lalu tidak menonton MTV 
                                                             
7
  Fayri Harau. Dampak Negatif Dari Siaran Luar Negeri. 
http://fayriluv.blogspot.com/2011/11/dampak-negatif-dari-siaran-luar-negeri.html. 
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012 pukul 15:56. 
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sama sekali (tapi boleh menonton acara televisi yang lainnya selain MTV). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah tidak menonton MTV 
selama 5 bulan maka sumpah serapah turun 32%, pengrusakan benda 
turun 52% dan pemukulan orang lain turun 48%. Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa program televisi bisa berbahaya tapi MTV lebih 
berbahaya lagi.MTV adalah satu program yang sangat digandrungi oleh 
generasi muda (anak-anak, remaja dan bahkan orang yang telah 
dewasa). 
Iklan sangat bombastis dalam memberi janji-janji kesenangan dan 
kebahagiaan yang diperoleh dengan memiliki produk tertentu. Dalam 
tayangan iklan, kesenangan dan kehebatan serta kesuksesan diukur dari 
kemampuan memiliki produk terbaru yang ditawarkan oleh iklan 
tersebut.Ini mendorong anak untuk mengingini barang-barang baru yang 
ditawarkan tersebut, lalu kemudian cepat bosan dengan barang itu, 
karena telah muncul lagi barang yang lebih baru. Dengan demikian anak 
berubah menjadi konsumtif. 
Dilain hal, Berita dari siaran luar negeri juga membawa pengaruh 
sangat besar bagi remaja dan anak-anak.Pada saat tayangan berita yang 
mengandung unsur pornografis disiarkan di televisi, anak-anak dan 
remaja merasa tertarik dengan tayangan tersebut.Alasannya karena berita 
tersebut menunjukkan sifat sensualitas yang dapat mengakibatkan 
mereka melakukan pergaulan yang menyimpang. Contohnya, gaya 
berpacaran yang sudah melampaui batas hingga menimbulkan seks 
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bebas di kalangan remaja yang pada akhirnya banyak diantara remaja-
remaja yang menikah di usia muda. Selain itu juga dapat menimbulkan 
pemerkosaan dan pencabulan di kalangan remaja. 
b. Malas 
Orang dewasa pun bisa kecanduan telenovela atau sinetron 
apalagi anak-anak.Karena kecanduan menonton televisi anak-anak tidak 
mau bermain di luar. Sehingga dunianya tidak bertambah luas, dan sangat 
mungkin anak akan malas belajar. Kecanduan menonton tv akan 
menimbulkan rasa malas membaca dan malas belajar dalam jiwa anak. 
Dampak inilah yang menjadi kekhawatiran penulis terhadap 
perlunya aturan yang di atur oleh pemerintah terkait dengan penggunaan 
antena parabola yang dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat 
luas. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta 
melihat arti penting  dari dampak penggunaan parabola secara bebas, 
maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah regulasi hukum terkait parabola di Indonesia? 
2. Bagaimanakah penggunaan parabola secara bebas di 
Indonesia? 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui aturan hukum yang ada di Indonesia terkait 
tentang parabola. 
2. Untuk mengetahui penggunaan dan dampak dari parabola di 
Indonesa. 
3. Untuk mengetahui aspek hukum Direct Broadcasting Satellite 
(DBS) dalam Hukum Internasional. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik 
secara teoritis maupun praktikal. 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan Undang-undang 
Telekomunikasi di Indonesia khususnya peraturan mengenai penggunaan 
parabola yang belum diatur sebelumnya. 
2. Kegunaan Praktikal 
 Sebagai bahan informasi dan masukan terhadap penanganan 
penggunaan alat telekomunikasi dan informatika terutama yang 
belum diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 
Tentang Telekomunikasi.  
 Untuk mengetahui dampak-dampak yang akan timbul jika tidak 
ada penanganan secara serius mengenai aturan penggunaan 





A. Tinjauan Umum 
1. Definisi Hukum Internasional  
Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan 
dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta 
mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum 
lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.8 
Hukum Internasional dimaknai sebagai hukum internasional public, 
de droit international public, yang berbeda dari pengertian hukum perdata 
internasional. Ada beberapa pengertian yang di kemukakan oleh 
beberapa ahli, yakni:9 
Mochtar Kusumaatmaja:  
“Hukum Innternasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang 
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara 
antara Negara dengan Negara, dan negara dengan subjek hukum 
lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu 
sama lain.”  
 
Ivan A. Shearer: 
“Hukum Internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang 
sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan 
yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum 
internasional) dan hubungannya satu sama lain.”  
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  Alma Manuputty dkk, 2008. Hukum Internasional. Depok: Rech-ta. Hlm. 1. 
9
  Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar. 2006.  Hukum Internasional Kontemporer. 
Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 4. 
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Rosalyn Higgins: 
„International Law as a special and stylized  system of decision-
making, rather than as a purportedly mechanistic application of 
“rule”‟ 10 
 
2. Pengertian Telekomunikasi 
 Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian 
infomasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 
'telekomunikasi' bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga 
macam:11 
 Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah 
(Simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin 
komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. 
Contoh :Pager, televisi, dan radio. 
 Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah 
(Duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin 
komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. 
Contoh : Telepon dan VOIP. 
 Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi 
semi dua arah (Half Duplex) pengirim dan penerima informasi 
berkomunikasi secara bergantian namun tetap 
berkesinambungan. Contoh : Handy Talkie, FAX, dan Chat 
Room. 
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  Ibid. hlm. 5. 
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Oktober 2012 07:30. 
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Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak 
jauh.”Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa Latin “communis” yang 
berarti “sama.”Jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan 
“kesamaan,” dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna. Carl I. 
Hovland, seorang sarjana Amerika, mengemukakan bahwa komunikasi 
adalah : 
“the process by which an individuals (the communicator) transmits 
stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other 
individuals (communicateees).” 12 
 
Berdasarkan Convention of International Telecommunication  
Nairobi tahun 1982 juga yang termuat dalam lampiran Constitution and 
Convention of the International Telecommunication Union Jenewa tahun 
1992, definisi dari telekomunikasi adalah sebagai berikut : 
“Any transmission, emission or reception of sign, signals, writing, 
images and sounds or intelligence of any nature  by wire, radio, 
optical or other electromagnetic systems.”13 
 
Undang-Undang Telekomunikasi Amerika Serikat 
(Telecommunication Act 1996) telekomunikasi diartikan sebagai: 
the transmission, between or among points specified by the user, of 
information of the user‟s choosing, without change in the form or 
content of the information as sent and received yang bahkan tidak 
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  Judhariksawan, 2005.Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 5. 
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  Ibid. hlm. 6. 
14
  Ibid. hlm. 10. 
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3. Ruang Lingkup Hukum Telekomunikasi 
Dalam kepustakaan hukum, pengistilahan hukum telekomunikasi 
mungkin merupakan sesuatu yang baru. Akan tetapi, jika dirunut lebih 
jauh ternyata pengistilahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru. 
Pengistilahan tata cara pengiriman, pemancaran atau penerimaan tanda-
tanda sesungguhnya telah ada sejak abad ke-19. Dalam 
perkembangannya, hukum telekomunikasi sering berhadap-hadapan 
dengan hukum angkasa yang selama ini dianggap sebagai induk hukum 
telekomunikasi. Oleh karena itu, beberapa ahli sepakat untuk memisahkan 
antara hukum telekomunikasi danhukumangkasa. Dalam praktik negara-
negara, ketersediaan aturan khusus di bidang telekomunikasi sangat 
menguntungkan bagi negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan aturan-
aturan tersebut (khususnya yang telah berbentuk UU) akan menjadi 
”tameng” dalam proses pelaksanaan tujuan kebijakan di bidang 
telekomunikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan International 
Telecommunication Union (ITU) yang dibuat pada tahun 1998 tentang 
reformasi telekomunikasi.15 
Penggunaan istilah Hukum Telekomunikasi sesungguhnya 
merupakan suatu hal yang universal, namun kurang popular. Bahkan 
kajian hukum tentang hukum telekomunikasi lebih sering dijumpai sebagai 
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  Maskun. Paper Hukum Telkom : Sistem Telekomunikasi dan Informatika ( 
TELEMATIKA). http://maskunalmakassary.blogspot.com/2008/08/paper-hukum-
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salah satu sub bab bagian dalam Hukum Angkasa (Ruang Angkasa) 
Internasional.16 
Merujuk pada sejarah penemuan yang dipaparkan sebelumnya 
perangkat atau sistem komunikasi yang dapat diidentifikasi sebagai 
telekomunikasi dimulai dari sistem yang paling tradisional sampai dengan 
penemuan paling termutakhir dewasa ini sehingga kurang tepat jika 
bidang telekomunikasi hanya menjadi subbagian Hukum Angkasa (Ruang 
Angkasa) Internasional karena sistem penyiaran radio konvensional (radio 
broadcasting) dan sistem radio komunikasi amatir (amateur radio) tidak 
membutuhkan satelit sebagai ceiling untuk proses kerja. Apalagi terhadap 
sistem telekomunikasi yang hanya menggunakan kabel atau kawat 
sebagai medium kerjanya.Untuk itu, sudah sepantasnya telekomunikasi 
menjadi satu kajian khusus yang berdiri sendiri dan tidak berada dalam 
konteks Hukum Angkasa.Dalam hal ini, terminologi yang dianggap tepat 
adalah menggunakan istilah Hukum Telekomunikasi (Telecommunication 
Law).17 
Dalam bukunya, Geoffry Robertson dan Andrew G.L. Nicol 
mengidentikkan Media Law sebagai hukum yang mengatur tentang hak 
dan kewajiban para praktisi (journalist, broadcaster, editor, producer, atau 
anyone else who publishes news or view through the communication 
media) atau lebih kepada bagaimana hukum mengatur manusia 
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  Judhariksawan, 2005.Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 6. 
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  Ibid. hlm. 7. 
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menggunakan media dalam mengomunikasikan gagasan atau karya 
ciptanya.Jika dapat dianalogikan, Hukum Telekomunikasi setara dengan 
Hukum Perdata sebagai genus, dan Hukum Media setara dengan Hukum 
Perkawinan sebagai genre.18 
Disamping Media Law, dalam Hukum Internasional juga tengah 
berkembang kajian-kajian khusus tentang radio komunikasi (International 
Law of Radio Communication). Bidang hukum ini didefinisikan sebagai 
serangkaian norma dan peraturan hukum yang mengatur penggunaan 
dan pengoperasian radio komunikasi dalam kerangka hukum 
internasional. Dari sisi kajian hukum, dapat dinyatakan bahwa Hukum 
Internasional tentang Radio Komunikasi  merupakan salah satu spesifikasi 
dari Hukum Telekomunikasi.19 
Berdasarkan definisi telekomunikasi yang mensyaratkan adanya 
suatu sistem pemancaran, jika ditelaah sistem pengoperasian internet, 
khususnya sistem kerja service provider dan penggunaan satelit sebagai 
gateway penyaluran data, system telematika merupakan bagian dari 
telekomunikasi.Dengan demikian, Hukum Telematika merupakan genre 
dari Hukum Telekomunikasi.20 
4. Kedudukan Hukum Telekomunikasi 
Hukum Telekomunikasi adalah primat hukum khusus atau lex 
specialis yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan 
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  Ibid. hlm. 14. 
19 
telekomunikasi.Setelah ditetapkannya International Telecommunication 
Union (ITU) sebagai organ khusus PBB yang mengatur masalah 
telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional seperti konvensi, 
konstitusi, dan resolusi ITU merupakan pedoman utama dalam 
pembentukan aturan nasional. Salah satu alasan mendasar                                                                                            
adanya ketertautan ini adalah sifat dan karakteristik telekomunikasi, 
khususnya telekomunikasi nirkabel (wireless telecommunication) yang 
memanfaatkan gelombang radio (elektromagnetik) sebagai sarana 
penghantar, yang sulit memungkinkan adanya perbedaan pengaturan 
secara teknis oleh masing-masing negara.21 
Akan tetapi, mengingat eksklusivitas kedaulatan negara, setiap 
negara berhak untuk membuat peraturannya sendiri sekaitan dengan 
penyelenggaraan telekomunikasi (domaine reserve). Hal ini diakui oleh 
preamble ITU Costitution bahwa :22 “….fully recognize the souvereign right 
of each State to regulate its telecommunication….” 
Melihat ketertautan di atas, Hukum Telekomunikasi adalah suatu 
hukum yang bersifat transnasional. Dikatakan bersifat transnasional, tidak 
hanya karena konvergensi atau ketertautan antara sistem Hukum 
Internasional dan Hukum Nasional sangat erat, tetapi dari sistem 
operasional dan karakteristik objek yang dipersoalkan telah meniadakan 
batas antarnegara (transboundary).23 
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5. Free Flow of Information dan Prior Consent 
Seperti diketahui, kegiatan pendayagunaan ruang angkasa 
dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Space Treaty 
1967, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 
 Sebagai usaha bersama kemanusiaan; 
 Harus dijadikan nikmat semua negara secara bebas tanpa 
perbedaan-perbedaan tingkat apapun; 
 Berlandaskan pada Hukum Internasional dan Piagam PBB 
dengan memperhatikan kepentingan negara lain; 
 Demi meningkatkan perdamaian. 
Setiap negara mempunyai hak yang lengkap dan eksklusif, tanpa 
campur tangan dari luar, mengatur dirinya masing-masing di dalam 
wilayahnya. Maka di sinilah mulai timbul pertentangan antara DBS yang 
disiarkan dari satelit dan dapat diterima oleh setiap negara dan rumah-
rumah (free flow of information) dengan hak-hak setiap negara untuk 
mengatur diri masing-masing secara lengkap dan eksklusif. 
Siaran dari ruang angkasa baik dari satelit ataupun dari tempat 
lainnya itu dan yang masuk wilayah negara lain tanpa izin dianggap 
sebagai melewati perbatasan tanpa hak ( illegal border crossing )
24
 
Diskursus tentang peluberan siaran ini telah lama berlangsung 
secara internasional. Paradigmanya adalah terdapat hal-hal yang saling 
kontradiksi. Hukum Internasional, dalam hal ini hukum Hak Asasi Manusia 
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(Human Rights), mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk 
bebas mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi, sebagaimana 
yang termuat dalam pasal 19 ayat (2) the International Covenan on Civil 
and Political Rights: 
“Everyone has the right to freedom of opinion ans expression; this 
rights shall include freedom to seek, receive and impart, information 
and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing 
or in print, and in the form of art, or through any other media of his 
choice.” 
 
Berdasarkan prinsip kebebasan informasi ini, maka negara-negara 
penganutnya mempunyai pandangan “free flow of information” 
berdasarkan kebijakan “open sky policy”. Sementara Negara-negara yang 
menolak prinsip kebebasan ini mengajukan konsep “prior consent” atau 
perlunya persetujuan terlebih dahulu. 25  
Negara-negara USSR, Prancis, Canada, Swedia, dan Argentina 
pernah merancang suatu konvensi tentang Direct Broadcasting Satelite, 
namun gagal melahirkan konvensi tersebut. Dalam draft yang 
disampaikan Canada dan Swedia diatur permasalahan prior consent pada 
Prinsip V dan VI sebagai berikut : 26  
 “Direct Broadcasting Satelite to any foreign state shall be 
undertaken only with the consent of that state. The consenting 
State shall have the right to participate in activities which involve 
coverage of territory under its jurisdiction and control This 
participation shall be governed by appropriate international 
agreements between the State involved.” 
 “The right of consent and participation stated in principle V shall 
apply in those cases: 
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a. Where couverage of its territory or a foreign State entails 
radiation of a satellite signal beyond the limits considered 
technically unavoidable under the Radio Regulation of the 
ITU; 
b. “Where not with standing the technical unavoidability of 
spillover to the territory of a foreign State, the satellite 
broadcast is aimed specifically at an audience in that State 
within the area of the spillover.” 
 
Pemikiran utama dari Negara-negara yang menghendaki adanya 
prior consent adalah bahwa tanpa adanya pembatasan, maka itu berarti: 
 Melanggar hak kedaulatan suatu Negara; 
 Mengikis/ melemahkan nilai kebudayaan suatu bangsa; 
 Negara yang sudah maju semakin mendominasi Negara yang 
sedang berkembang; 
 Menimbulkan perasaan tidak senang di dalam negeri yang 
kurang maju; 
 Negara maju berusaha menghindari pengawasan program 
siaran mereka oleh Negara lain.  
Sebagai titik balik pernyataan konsep prior consent, maka Negara-
negara maju pendukung kebebasan informasi menyatakan, bahwa konsep 
prior consent:27 
 Merupakan pembatasan terlalu dini terhadap penemuan 
teknologi baru yang mungkin sangat bermanfaat bagi 
pendidikian, ekonomi, dan sosial dari suatu bangsa; 
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 Melanggar pasal 19 deklarasi hak asasi manusia untuk 
menerima dan menyampaikan pendapat tanpa memerhatikan 
batas Negara; 
 Melaggar hak kedaulatan suatu Negara untuk memelihara mass 
media dalam negeri, bebas dari pengawasan dan pembatasan 
orang lain; 
 Merupakan penghalang kerja sama regional maupun 
internasional di bidang direct broadcasting satellite, karena 
Negara tersebut berhak memveto program siaran tersebut.  
Salah satu prinsip yang kemudian dicetuskan untuk menengahi 
permasalahan ini adalah yang dihasilkan dalam World Administrative 
Radiop Converence (WARC) 1977 yang menyatakan bahwa “segala 
peluberan yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesengajaan, akibat 
sulitnya pengaturan teknis berkaitan dengan bentuk wilayah Negara”.28 
Di dalam prinsip-prinsip DBS (Direct Broadcasting Satellite) yang 
telah disetujui oleh Sub Hukum dari UN-COPUOS, masih terdapat 
beberapa persoalan yang belum disetujui, hal ini menyebabkan konsep 
pengaturan DBS Internasional belum segera dapat disahkan. Persoalan 
tersebut adalah:29 
a. Prior Consent; formulasi konsep ini setelah  berkali-kali 
diperbaiki, di sidang umum PBB terakhir diubah menjadi 
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“Consultation and Agreement between States”, menurut konsep 
ini, negara penerima siaran berhak mengawasi apa yang 
disiarkan kepada warga negara di daerahnya. Oleh karenanya, 
DBS Internasional tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan lebih 
dahulu dari negara penerima. 
b. Free Flow of Information; konsep ini dapat dilihat dari dua segi, 
yaitu: segi hak kedaulatan negara (souvereign rights) dan segi 
hak-hak perseorangan (individu). Menurut konsep ini setiap 
orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan menyiarkan 
pendapatnya tanpa terhalang oleh suatu pembatasan. Konsep 
ini didasari pada The Universal Declaration of Human Rights, 
1948. 
6. State Responsibility dan  Self Owned Responsibiliy30  
Menurut Professor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara 
tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (accountability) 
terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara 
melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung 
jawab (responsibility)  untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurut 
beliau, kata accountability mempunyai dua pengertian. Pertama, negara 
memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan 
mental (mental capacity) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, 
terdapat suatu tanggung jawab (liability) untuk tindakan negara yang 
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melanggar hukum internasional (internationally wrongful behaviour) dan 
bahwa tanggung jawab tersebut (liability) harus dilaksanakan. 
Tanggung jawab negara ini juga berhubungan dengan 
perlindungan yang negara berikan kepada rakyat di wilayahnya sebagai 
bukti adanya kedaulatan Negara terhadap wilayah Negara dan rakyatnya. 
hal ini juga sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Westphalia 24 
Oktober 1684 yang melahirkan negara modern. Negara modern memiliki 
tiga karakteristik yang jelas. Pertama, ia memiliki suatu wilayah tertentu 
lengkap dengan garis perbatasannya. Kedua, ia memiliki kendali ekslusif, 
atas wilayah tersebut: „kedaulatan‟ berarti bahwa tidak ada entitas lain 
yang dapat mengajukan klaim untuk memerintah  ruang itu. ketiga, hirarki, 
yakni Negara adalah badan politik tertinggi yang menetapkan peranan dan 
kekuasaan semua bagian pemerintah. 
Negara selain bertanggung jawab dalam menjaga tindakan-
tindakan yang melanggar hukum internasional, juga memiliki tanggung 
jawab terhadap masyarakatnya. Menjaga dan melindungi warga 
negaranya dari pengaruh luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat serta 
ideologi negara adalah tanggung jawab setiap negara termasuk negara 
Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu  tujuan negara di dalam 
pembukaan UUD aline ke-4 yang menyatakan “.......melindungi segenap 
bangsa indonesia.....” dan di dalam Pasal 5 ayat (b) UU Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran, yang isinya “menjaga dan meningkatkan 
moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”. Berdasarkan 
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Undang-Undang tersebut sudah menjadi gambaran bahwa Negara melalui 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga dan melindungi 
warga negara Indonesia dari pengaruh buruk yang bertentangan dengan 
agama, budaya serta ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Masyarakat selain berhak atas pemenuhan hak asasi  mereka, juga 
memiliki  kewajiban  sehingga  menimbulkan  tanggung jawab sendiri 
terhadap  sikap  dan perilaku yang dilakukan terkait  dalam pemenuhan 
hak asasi mereka. Salah satu contohnya yakni  kebebasan informasi yang 
diberikan oleh negara dalam mendapatkan akses informasi yang seluas-
luasnya dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi, namun 
pemerintah juga memberikan tanggung jawab pada masing-masing 
individu dalam memilih siaran-siaran yang baik dan pantas untuk 
dikonsumi, hal inilah yang di sebut sebagai self owned responsibility. 
7. Blank Spot 
Blank Spot berarti titik kosong, yakni dimana daerah blank spot 
merupakan daerah yang tidak tersentuh oleh siaran atau daerah yang 
letaknya sangat jauh dari stasiun pemancar sehingga hasil siaran dapat 
berupa “semut” atau“ghost Shadow”. 
Daerah blank spot ini biasanya merupakan daerah yang berada di 
kawasan perbatasan dan daerah-daerah yang memiliki letak geografis 
yang sulit untuk dilewati sehingga pemasangan stasiun pemancar menjadi 
kendala dalam pembangunannya. 
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8. Kedaulatan Negara 
Bodin dan Hobbes adalah tokoh yang pertama kali 
mengembangkan prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara 
yang mereka kembangkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup 
mereka, keinginan mereka untuk terciptanya toleransi antar umat 
beragama dalam satu negara, serta terciptanya kesejahteraan rakyat yang 
bebas dari gangguan kaisar dan musuh eksternal ataupun internal 
lainnya. Bodin dan Hobbes menunjukkan bahwa sistem negara yang 
didasarkan pada kedaulatan yang bersifat terbatas, terbagi, dan mutlak 
akan memberi arti bahwa negara yang berdaulat itu adalah hakim tertinggi 
dalam penyelesaian kasus mereka sendiri, memiliki hak mutlak untuk 
berperang sesuka mereka, dan dapat memperlakukan warga negara 
sesuai dengan yang mereka (negara berdaulat) inginkan. 
Hobbes dan Bodin sepakat bahwa tujuan atau fungsi dari 
kedaulatan negara adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga 
negara atau subjek yang patuh.Sebagaimana penggambaran konsep 
kedaulatan yang dideskripsikan oleh Hobbes dan Bodin, kesejahteraan 
rakyat berasal dari kedaulatan, sedangkan kedaulatan itu sendiri sangat 
berkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan kekuatan.
31
 
Dalam maknanya sebagai kekuasaan yang tertinggi, makna 
kedaulatan telah diakui sejak Aristoteles dan sarjana hukum Romawi. 
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Pengertian ini sampai batas-batas tertentu masih dianut sampai abad 
pertengahan, dengan memahami kedaulatan sebagai wewenang tertinggi 
dari suatu kesatuan politik. 
Semula kedaulatan dihubungkan dengan kekuasaan gereja yang 
mutlak,sejalan dengan bergesernya pusat kekuasaan ke tangan penguasa 
sekuler, muncul beberapa teori baru tentang pemusatan kekuasaan 
tertinggi. Sebagai contoh Dante menyatakan kekuasaan tertinggi harus 
dipusatkan pada kekaisaran Romawi Suci. 
Perkembangan selanjutnya terjadi ketika para ahli ilmu politik 
memandang makna kedaulatan dari dua sudut, yaitu: Sudut Intern 
Kedaulatan dan Sudut ekstern kedaulatan. Kedaulatan internal yakni 
kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki batas-batas melebihi batas-
batas yang dimiliki oleh warga negara terhadap dirinya sendiri, negara 
memiliki hak-hak dalam pengambilan keputusan tertinggi, dan di mana 
negara memiliki hak-hak dalam penegakan kewenangan. Sedangkan, 
kedaulatan eksternal merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan 
internal, dan menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, setiap 
negara berada pada posisi kemerdekaan.Asumsi dari kedaulatan 
eksternal adalah tidak adanya otoritas tertinggi dalam konsep 
internasional. 
Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara bukan tanpa batas. 
Menurut Kusumaatmadja (1990 : 13) di dalam pengertian kedaulatan 
sebagai kekuasaan tertinggi terkandung dua pembatas penting:  
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(1) kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang 
memiliki kekuasaan itu, 
(2) kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan lain dimulai.32 
  
B. Organisasi Telekomunikasi Internasional 
1. International Telecommunication Union (ITU) 
Internasional Telecommunication Union atau Himpunan 
Telekomunikasi Internasional adalah specialized agency Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang berwenang mengatur seluruh permasalahan 
telekomunikasi internasional. Dengan mengakui hak kedaulatan setiap 
negara untuk mengatur telekomunikasi masing-masing dan dengan 
memperhatikan semakin pentingnya telekomunikasi bagi pemeliharaan 
perdamaian dan pembangunan ekonomi dan sosial semua Negara, ITU 
dibentuk dengan tujuan memudahkan hubungan-hubungan damai, kerja 
sama internasional antara bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi 
dan sosial dengan pemanfaatan jasa-jasa telekomunikasi.33 
Internasional Telecommunication Union (ITU) sebagai lembaga 
internasional yang menangani masalah telekomunikasi tidak mengatur 
secara khusus tentang program siaran. Keterlibatan ITU dalam hal 
penyiaran hanya terkait dengan masalah teknologi, yaitu pengalokasian 
spektrum frekuensi, pemanfaatan satelit dan Geostationery Orbit (GSO), 
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serta penggunaan teknologi terkini dalam penyiaran, dalam hal ini 
digitalisasi penyiaran. Untuk urusan program siaran dan pengaturan 
administrasi lain yang berhubungan dengan lembaga penyiaran, 
seluruhnya diserahkan kepada administrasi atau negara masing-masing.34 
2. International Telecommunication Satellite Organization 
(INTELSAT) 
Intelsat adalah suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1964 
pada saat meningkatnya ketertarikan dunia terhadap pengembangan 
telekomunikasi ruang angkasa, serta dominasi Amerika Serikat dalam 
produktifitas peralatan pesawat ruang angkasa, sistem pendaratan, dan 
pengalaman operasional. Diawali dengan pembentukan konsorsium pada 
tanggal 20 Agustus 1964 bernama International Telecommunication 
Satellite Consortium yang terdiri dari 11 negara peserta, namun 
didominasi Amerika Serikat dengan perusahaan COMSAT 
(Communication Satellite Corporation) karena adanya tekanan-tekanan 
untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dalam konsorsium tersebut, 
akhirnya dilakukan reorganisasi dengan mengubah konsorsium menjadi 
suatu organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum sendiri 
dengan nama International Telecommunication Satellite Organization 
(ITSO) pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh delapan puluh Negara.35 
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Salah satu prinsip dasar pengembangan telekomunikasi satelit 
yang dianut oleh Intelsat adalah berbasis pada commercial basis yang 
nondiskriminasi terhadap seluruh wilayah dunia. Untuk menjamin prinsip 
ini, diatur suatu ketentuan yang menyatakan bahwa setiap Negara 
anggota yang hendak membangun atau mengoperasikan suatu system 
telekomunikasi satelit, baik untuk domestik, regional, maupun 
internasional, di luar sistem Intelsat Negara tersebut wajib melakukan 
koordinasi dengan meminta persetujuan dari Intelsat.36 
3. International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)37 
Inmarsat adalah suatu organisasi telekomunikasi satelit 
internasional yang memberikan jasa pelayanan telekomunikasi berbasis 
satelit untuk penyelenggaraan telepon, teleks, facsimile, komunikasi data, 
land transpotable, dan radio determinasi. Organisasi ini memberikan 
kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan telekomunikasi dengan 
sistem satelit komunikasi bergerak (mobile satellite communication). 
Organisasi ini diprakarsai oleh International Maritime Orgasization (IMO) 
dengan dasar pertimbangan utama adalah bahwa sekitar 97% arus 
perdagangan komoditas dunia diangkut melalui laut oleh lebih dari 60.000 
lebih kapal dari 30 negara (yang tentu saja lebih banyak saat ini) sehingga 
diperlukan adanya sistem komunikasi yang andal untuk tujuan 
keselamatan pelayaran.   
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C. Direct Broadcasting Satellite (DBS) 
Dewasa ini, khususnya pada dinas penyiaran, telah digunakan 
suatu system satelit yang dapat secara langsung diterima oleh 
masyarakat tanpa melalui Stasiun Relay. Direct Broadcasting Satellite 
(DBS) adalah suatu sistem satelit yang dapat memantulkan gelombang 
mikro uplink secara teresterial untuk ditangkap oleh pemirsa-pemirsa 
televisi secara langsung dengan menggunakan antena parabola. Dengan 
teknologi inilah masyarakat pedesaan pinggiran dapat menyaksikan 
siaran-siaran televisi nasional dan bahkan siaran-siaran asing.38 
Menurut International Telecommunication Union (ITU), yang 
dimaksud dengan siaran melalui satelit adalah suatu siaran komunikasi 
yang dipancarkan (retransmitted) melalui stasiun angkasa luar yang 
dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh umum baik perorangan 
maupun masyarakat (secara berkelompok). 
Sedangkan pengertian Direct Broadcasting Satellite (DBS) di dalam 
Radio Regulation ITU adalah sebuah layanan komunikasi radio yang 
signalnya ditransmisi atau ditransmisi kembali dan yang dimaksudkan 
untuk pemakaian publik.39 
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Sistem Direct Broadcasting Satellite (DBS) pada prinsipnya dapat 
dibedakan menjadi dua bagian jika dilihat dari sudut ruang lingkup 
penyiarannya, yaitu:40 
1. Domestic Direct Broadcasting Satellite (DDBS) 
Yakni suatu system penyiaran langsung yang ditujukan hanya di 
wilayah Negara pemilik satelit serta dioperasikan menurut 
kehendak Negara pemilik guna memenuhi keperluannya, di mana 
program penyiaran sepenuhnya dirancang serta diawasi oleh 
Negara pemilik satelit tersebut. 
2. International Direct Broadcasting Satellite (IDBS) 
Yakni suatu system penyiaran langsung yang terselenggara atas 
persetujuan dari beberapa Negara yang menikmati IDBS tersebut. 
 
D. Antena41 
Televisi dan radio adalah salah satu barang elektronik yang sudah 
tidak asing lagi bagi kita.Agar benda tersebut dapat berfungsi dengan 
baik, maka diperlukan antena sebagai alat pendukungnya. 
1. Pengertian Antena 
Antena adalah seutas kawat logam atau kabel yang dibentangkan 
sedemikian rupa dan dapat menyerap listrik induksi dari gelombang 
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elektromagnet yang dipancarkan oleh stasiun pemancar (misalnya stasiun 
televisi). 
2. Fungsi Antena 
Antena berfungsi untuk menerima dan memancarkan gelombang 
radio dari bentuk energi listrik ke bentuk gelombang elektromagnetik 
melalui udara bebas dan sebaliknya untuk menerima gelombang 
elektromagnetik di udara bebas ke bentuk sinyal listrik. 
Antena dapat bekerja di mana saja karena gelombang 
elektromagnetik bisa merambat di udara terbuka, hampa udara, di dalam 
air atau di dalam lorong bawah tanah sekalipun.Antena yang paling baik 
ialah antena yang dapat meneruskan sinyal dengan spektrum energi 
frekuensi radio paling besar, apabila dilihat dari segi penerimaan jarak 
jauh. 
Antena juga dibagi lagi berdasarkan fungsinya, yaitu: 
a. Antena pemancar broadcast untuk memancarkan sinyal ke area 
yang sangat luas, misalnya antena pemancar radio FM, antena 
pemancar TV, antena GPS dan sebagainya. 
b. Antena komunikasi point-to-point untuk mentransfer sinyal dari 
satu tempat ke tempat yang lain, misalnya antena sistem 
transmisi terrestrial, antena sistem satelit, dan sebagainya. 
c. Antena penerima yang difungsikan untuk menerima sinyal, baik 
dari pemancar buatan manusia atau menerima sinyal bebas dari 
langit. 
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3. Pengertian Antena Parabola 
Antena parabola yang merupakan fokus utama dalam penulisan 
tugas akhir ini memiliki definisi sebagai sebuah antena berdaya jangkau 
tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio dan  juga untuk 
radiolocation (RADAR), pada bagian UHF and SHF dari spektrum 
gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi (radio) 
elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini 
menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih 
dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya unjuk kerja 
respons yang diinginkan baik untuk menerima atau pun memancarkan 
sinyal. Antena parabola berbentuk seperti piringan. 
Antena parabola dapat digunakan untuk mentransmisikan berbagai 
data, seperti sinyal telepon, sinyal radio dan sinyal televisi, serta beragam 
data lain yang dapat ditransmisikan melalui gelombang. Fungsi antena 
parabola adalah sebagai alat untuk menerima siaran televisi satelit, jadi 
antena parabola masuk dalam kategori antena penerima. Untuk kasus 
yang sedang di telaah dalam penulisan karya ilmiah ini jenis parabola 
untuk menangkap siaran televisi dari satelit yang menjadi ulasan dalam 
penelitian ini. 
Sehubungan dengan adanya layanan direct broadcast satellite, 
antena-antena parabola untuk keperluan rumah biasanya memiliki 
parabola C-Band yang memiliki motor. Diameter parabola ini sebesar 3 
meter. Tujuan adanya motor adalah untuk menerima saluran-saluran dari 
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satelit penyiaran yang berbeda. Piringan yang terlampau kecil untuk 
antena parabola masih memiliki gangguan, seperti gangguan sinyal akibat 
hujan dan gangguan dari satelit-satelit lain. 
4. Kelemahan dan Kelebihan Parabola 
Kelebihan menggunakan antena parabola dan koneksi satelit 
adalah kualitas video dan kualitas audio yang lebih baik jika digunakan 
untuk menerima siaran dari televisi satelit. Bentuk antena parabola seperti 
piringan membuat transmisi lebih mudah diterima, sangat cocok untuk 
menangkap gelombang di tempat-tempat yang jauh dari pusat 
transmisi.Untuk televisi satelit, antena parabola sangat memudahkan 
untuk menangkap siaran, bahkan di tempat-tempat yang jauh 
dibandingkan menggunakan antena televisi biasa. 
Kelemahan yang paling memengaruhi antena parabla dan layanan 
satelit adalah harga yang mahal untuk peralatan yang dibutuhkan. Antena 
parabola juga tidak bisa langsung membagi saluran jika di dalam satu 
rumah memiliki dua atau lebih perangkat televisi. Semua televisi di suatu 
rumah akan menyiarkan program yang sama, karena tidak ada 
pembagian transmisi. Untuk melakukannya, dibutuhkan peralatan 
tambahan seperti tuner digital yang dapat membagi transmisi agar televisi 
berbeda di satu rumah mampu mengakses program yang berbeda. 
Kelemahan yang juga harus diperhatikan adalah gangguan cuaca. Antena 
parabola dapat mengalami gangguan dalam menerima transmisi jika 
cuaca terlalu buruk. Siaran televisi pada antena parabola juga rawan 
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pengacakan, mengingat ada program tertentu yang hanya boleh disiarkan 
di wilayah negara itu sendiri, sedangkan beam saluran tersebut mampu 











A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penelitian merupakan salah 
satu langkah awal penulis dalam mengumpulkan data. Tempat yang 
menjadi lokasi penelitian penulis yakni di Makassar dan Jakarta, baik di 
dinas-dinas terkait maupun perpustakaan seperti: 
- Dinas Telekomunikasi dan Informatika Makassar 
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 
- Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar 
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar 
- Desa Bulu‟sibatang, Kampung Baro‟bo Kecamatan Bontoramba 
Kabupaten Jeneponto 
- Kementerian Komunikasi dan Informasi  
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 
- Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis melakukan observasi langsung pada Dinas Telekomunikasi 
dan Informatika Makassar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan cara 
39 
menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa 
literatur-literatur , peraturan  perundang-undangan, serta dokumentasi dari 
berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari dari hasil pemikiran para ahli 
dengan melihat dan membandingkan dengan relevansinya yang terjadi 
dilapangan. 
1. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian melalui wawancara. 
 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatu-literatur, karya ilmiah 
(hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan  penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 
 Hasil wawancara dengan pihak penentu kebijakan yakni dari pihak 
Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat, Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pusat serta 
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hasil wawancara dengan pimpinan terkait dari pihakDinas 
Telekomunikasi dan Informatika Makassar, Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Makassar dan Hasil data sekunder dari penelitian 
kepustakaan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui Penelitian Lapangan (Field Research) untuk memperoleh 
data primer dan Studi Kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Convention 
International Telecommunication Union 1992 serta Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran. Bahan hukum sekunder yakni bahan 
yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Serta bahan hukum tersier 
yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder. Seperti kamus, dan ensiklopedia. Eksplorasi data di 
lapangan dilakukan mengingat lokasi penelitian dapat dijangkau oleh 
penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer, sekunder dan tersier, diolah 
dengan menggunakan analisis Normatif Deskriptif, dengan maksud untuk 
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mengolah seluruh data yang telah diperoleh agar menjadi sebuah karya 
ilmiah / skripsi yang terpadu dan sistematis. Sehingga hasil penelitian 
nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 
sistematika penggunaan telekomunikasi di Indonesia serta kebijakan 
dalam penggunaan parabola khususnya di daerah-daerah. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dari karya tulis yang merupakan tugas akhir 










A. Regulasi Hukum Terkait Penggunaan Antena Parabola di 
Indonesia 
Penggunaan antena parabola sangat erat kaitannya dengan siaran 
asing yang dapat ditangkap, hal ini dikarenakan siaran asing yang di 
tangkap merupakan peluberan siaran dari negara tetangga yang tidak 
melalui sensor kelayakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dampak 
yang serius terhadap perilaku maupun kebiasaan masyarakat. Awalnya 
penggunaan antena parabola bertujuan untuk mendapatkan siaran-siaran 
televisi lokal dan nasional yang tidak dapat dijangkau oleh daerah-daerah, 
sehingga masyarakatnya menggunakan antena parabola, itulah mengapa 
pengguna antena parabola banyak berasal dari daerah-daerah.  
Peran Komisi Penyiaran Indonesia tentu saja sangat dibutuhkan 
dalam hal ini, namun jika dikaitkan mengenai siaran luar yang bersifat free 
to air  dan bebas ditangkap oleh antena parabola, hal ini berada diluar dari 
kendali dan kewenangan KPI. Berdasarkan hasil wawancara dari salah 
satu pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, 
Alem Febri Sonni, yang mengatakan bahwa “ Secara regulasi KPID tidak 
mengurusi secara langsung mengenai siaran yang di dapat oleh 
masyarakat melalui parabola, yang memiliki kewenangan langsung 
mengenai hal itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui 
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Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. KPID akan 
terlibat apabila siaran yang diterima oleh antena parabola itu kemudian 
didistribusikan lagi ke masyarakat luas atau re-distribution dan hal iniyang 
kemudian digunakan oleh televisi kabel. Secara umum berdasarkan 
Undang-Undang No.32 Tahun 2002Tentang Penyiaran tidak mengatur 
mengenai penggunaan maupun siaran yang ditangkap oleh antena 
parabola”.  
Selain melakukan wawancara dengan salah satu staf KPID, penulis 
juga mewawancarai salah satu staff pihak Kementerian Komunikasi dan 
Informasi bidang Penyiaran, Pak Buyung, yang menyatakn bahwa 
Indonesia tidak memiliki aturan terkait antena parabola. Hal ini 
dikarenakan pemerintah indonesia menganggap bahwa Indonesia sebagai 
salah satu negara penganut paham free flow of information berkewajiban 
memberikan akses seluas-luasnya terhadap warga negara dalam 
mendapatkan informasi seluas-luasnya sesuai dalam Undang-Undang 
Hak Asasi Manusia (HAM). Antena Parabola oleh pemerintah dianggap 
sama dengan Internet, dimana masyarakat bebas mengakses siaran-
siaran maupun informasi yang ada, selain itu Antena parabola dan antena 
UHF juga dianggap sebagai perangkat telekomunikasi yang bersifat free 
to air bagi masyarakat Indonesia, sehingga penggunaan parabola 
merupakan hak tiap warga negara.  
Selain mengenai belum adanya regulasi tentang penggunaan 
parabola, pemerintah juga menganggap bahwa peluberan siaran belum 
44 
mendapatkan perhatian yang cukup serius dikarenakan dampak yang 
timbul dari peluberan siaran (Spill Over) dianggap belum menjadi masalah 
yang serius terhadap masyarakat dengan ditandai tidak adanya 
pengaduan terkait  dampak dari penggunaan antena parabola. Namun di 
dalam dunia internasional hal ini telah menjadi permasalahan yang serius 
dengan ditandai adanya konvensi-konvensi, meskipun tidak sampai 
melahirkan hasil dari konvensi tersebut dikarenakan tidak tercapainya 
kesepakatan di antara negara-negara tersebut. 
Seperti diketahui, kegiatan pendayagunaan ruang angkasa 
dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Space Treaty 
1967, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 
•Sebagai usaha bersama kemanusiaan; 
•Harus dijadikan nikmat semua negara secara bebas tanpa 
perbedaan-perbedaan tingkat apapun; 
•Berlandaskan pada Hukum Internasional dan Piagam PBB dengan 
memperhatikan kepentingan negara lain; 
•Demi meningkatkan perdamaian. 
Setiap negara mempunyai hak yang lengkap dan eksklusif, tanpa 
campur tangan dari luar, mengatur dirinya masing-masing di dalam 
wilayahnya. Maka di sinilah mulai timbul pertentangan antara DBS yang 
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disiarkan dari satelit dan dapat diterima oleh setiap negara dan rumah-
rumah (free flow of information) dengan hak-hak setiap negara untuk 
mengatur diri masing-masing secara lengkap dan eksklusif. 
Siaran dari ruang angkasa baik dari satelit ataupun dari tempat 
lainnya itu dan yang masuk wilayah negara lain tanpa izin dianggap 
sebagai melewati perbatasan tanpa hak ( illegal border crossing ).  
Diskursus tentang peluberan siaran ini telah lama berlangsung 
secara internasional. Paradigmanya adalah terdapat hal-hal yang saling 
kontradiksi. Hukum Internasional, dalam hal ini hukum Hak Asasi Manusia 
(Human Rights), mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk 
bebas mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi, sebagaimana 
yang termuat dalam Pasal 19 ayat (2) The International Covenan on Civil 
and Political Rights: 
“Everyone has the right to freedom of opinion ans expression; this 
rights shall include freedom to seek, receive and impart, information and 
ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, 
and in the form of art, or through any other media of his choice.” 
Berdasarkan prinsip kebebasan informasi ini, maka negara-negara 
penganutnya mempunyai pandangan “free flow of information” 
berdasarkan kebijakan “open sky policy”. Sementara Negara-negara yang 
menolak prinsip kebebasan ini mengajukan konsep “prior consent” atau 
perlunya persetujuan terlebih dahulu.  
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Negara-negara USSR, Prancis, Canada, Swedia, dan Argentina 
pernah merancang suatu konvensi tentang Direct Broadcasting Satelite, 
namun gagal melahirkan konvensi tersebut. Dalam draft yang 
disampaikan Canada dan Swedia diatur permasalahan prior consent pada 
Prinsip V dan VI sebagai berikut : 
•“Direct Broadcasting Satelite to any foreign state shall be 
undertaken only with the consent of that state. The consenting 
State shall have the right to participate in activities which involve 
coverage of territory under its jurisdiction and control This 
participation shall be governed by appropriate international 
agreements between the State involved.” 
•“The right of consent and participation stated in principle V shall 
apply in those cases: 
a.Where couverage of its territory or a foreign State entails 
radiation of a satellite signal beyond the limits considered 
technically unavoidable under the Radio Regulation of the ITU; 
b.“Where not with standing the technical unavoidability of 
spillover to the territory of a foreign State, the satellite 
broadcast is aimed specifically at an audience in that State 
within the area of the spillover.”  
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Pemikiran utama dari Negara-negara yang menghendaki adanya 
prior consent adalah bahwa tanpa adanya pembatasan, maka itu berarti: 
•Melanggar hak kedaulatan suatu Negara; 
•Mengikis/ melemahkan nilai kebudayaan suatu bangsa; 
•Negara yang sudah maju semakin mendominasi Negara yang 
sedang berkembang; 
•Menimbulkan perasaan tidak senang di dalam negeri yang kurang 
maju; 
•Negara maju berusaha menghindari pengawasan program siaran 
mereka oleh Negara lain.  
Sebagai titik balik pernyataan konsep prior consent, maka Negara-
negara maju pendukung kebebasan informasi menyatakan, bahwa konsep 
prior consent:  
•Merupakan pembatasan terlalu dini terhadap penemuan teknologi 
baru yang mungkin sangat bermanfaat bagi pendidikian, ekonomi, 
dan sosial dari suatu bangsa; 
•Melanggar pasal 19 deklarasi hak asasi manusia untuk menerima 
dan menyampaikan pendapat tanpa memerhatikan batas Negara; 
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•Melaggar hak kedaulatan suatu Negara untuk memelihara mass 
media dalam negeri, bebas dari pengawasan dan pembatasan 
orang lain; 
•Merupakan penghalang kerja sama regional maupun internasional 
di bidang direct broadcasting satellite, karena Negara tersebut 
berhak memveto program siaran tersebut.  
Salah satu prinsip yang kemudian dicetuskan untuk menengahi 
permasalahan ini adalah yang dihasilkan dalam World Administrative 
Radiop Converence (WARC) 1977 yang menyatakan bahwa “segala 
peluberan yang terjadi bukanlah merupakan suatu kesengajaan, akibat 
sulitnya pengaturan teknis berkaitan dengan bentuk wilayah Negara”.  
Di dalam prinsip-prinsip DBS (Direct Broadcasting Satellite) yang 
telah disetujui oleh Sub Hukum dari UN-COPUOS, masih terdapat 
beberapa persoalan yang belum disetujui, hal ini menyebabkan konsep 
pengaturan DBS Internasional belum segera dapat disahkan. Persoalan 
tersebut adalah:  
a. Prior Consent; formulasi konsep ini setelah  berkali-kali 
diperbaiki, di sidang umum PBB terakhir diubah menjadi 
“Consultation and Agreement between States”, menurut 
konsep ini, negara penerima siaran berhak mengawasi apa 
yang disiarkan kepada warga negara di daerahnya. Oleh 
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karenanya, DBS Internasional tidak dapat dilakukan tanpa 
persetujuan lebih dahulu dari negara penerima. 
b. Free Flow of Information; konsep ini dapat dilihat dari dua segi, 
yaitu: segi hak kedaulatan negara (souvereign rights) dan segi 
hak-hak perseorangan (individu). Menurut konsep ini setiap 
orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan menyiarkan 
pendapatnya tanpa terhalang oleh suatu pembatasan. Konsep 
ini didasari pada The Universal Declaration of Human Rights, 
1948.  
Semakin majunya teknologi baik dalam bidang informasi maupun 
telekomunikasi, pemerintah berharap masyarakat Indonesia mampu 
menyaring informasi-informasi yang layak untuk dikonsumsi. Dengan 
adanya self owned responsibility yang diberikan oleh pemerintah dalam 
penggunaan akses informasi, masyarakat diharapkan mampu menyaring 
sendiri informasi-informasi yang akan mereka konsumsi sendiri. Negara 
selain bertanggung jawab dalam memenuhi hak warga negaranya akan 
penggunaan akses informasi, juga memiliki tanggung jawab terhadap 
masyarakatnya. Menjaga dan melindungi warga negaranya dari pengaruh 
luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat serta ideologi negara adalah 
tanggung jawab setiap negara termasuk negara Indonesia .  
Salah satu tujuan negara di dalam pembukaan UUD aline ke-4 
yang menyatakan “.......melindungi segenap bangsa indonesia.....” dan di 
perjelas dalam Pasal 5 huruf (b) UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 
50 
Penyiaran , yang isinya “menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-
nilai agama serta jati diri bangsa”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut 
sudah menjadi gambaran bahwa Negara melalui Pemerintah memiliki 
kewajiban untuk senantiasa menjaga dan melindungi warga negara 
Indonesia  tidak hanya dari gangguan tindak kriminal tetapi juga pengaruh 
buruk dari luar yang bertentangan dengan agama, budaya serta ideologi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
B. Penggunaan Parabola Secara Bebas di Indonesia 
1. Peran Negara Dalam Penggunaan Parabola Di Indonesia 
Negara sebagai suatu kesatuan yang memiliki hak eksklusif dan 
berdaulat penuh memiliki peranan yang sangat krusial terhadap warga 
negaranya. Banyak orang salah mengerti tentang hak asasi manusia 
(HAM). Pertama, HAM dianggap sebagai senjata dari negara-negara 
Barat yang dipaksakan secara sepihak kepada negara-negara 
berkembang. Kedua, pelaksanaan HAM dianggap bukan hanya 
tanggungjawab negara tapi juga  tanggungjawab individu. Karena ituilah 
kemudian muncul istilah “kewajiban asasi manusia”. Kedua hal ini, 
terutama yang ke dua, belakangan ini kerap diucapkan oleh kalangan 
aparat dan pejabat  di tanah air kita. Termasuk oleh sejumlah akademisi 
dari sejumlah universitas. 
Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal 
ini adalah pemerintah.Kalau saja mau  membuka-buka dokumen tentang 
komentar umum mengenai pasal-pasal dalam Deklarasi Umum Hak Asasi 
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Manusia (DUHAM),  maka kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua 
penjelasan  dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan 
HAM  sepenuhnya adalah kewajiban negara (State Responsibility). 
Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam 
bentuk antara lain  penghormatan (to respect), melindungi  (to protect), 
dan memenuhi (to fullfil). 
Meskipun negara bertanggung jawab (state Responsibility) 
terhadap warga negaranya, namun tiap warga negara tetap memiliki 
tanggung jawab yang diberikan oleh negara dalam memilih dan 
melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan terhadap Undang-
undang maupun peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Pak 
Buyung, selaku Direktur Penyiaran di Kementrian Komunikasi dan 
Informasi, mengatakan  “Negara bertanggung jawab untuk melindungi 
segenap bangsa, memberikan akses informasi yang berguna serta 
melindungi masyarakat dari akses-akses informasi yang tidak baik. 
Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah 
menutup akses-akses informasi atau memberikan tanggung jawab kepada 
masing-masing warga masyarakat. Indonesia sebagai penganut paham 
free flow of information sehingga pemerintah berinisiatif untuk memberikan 
akses informasi kepada warga negara baik itu melalui internet maupun 
dalam penggunaan antena parabola dan menganggap tiap warga negara 
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bertanggung jawab atas segala siaran maupun informasi yang di 
terimanya (self owned responsibility).” 
Setiap   orang   sesungguhnya   mempunyai   kebebasan   untuk 
mendapatkan   informasi. Kebebasan  informasi  secara  normatif  dijamin  
oleh  suatu  ketentuan  universal  maupun ketentuan nasional. Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 
217 (III) tanggal 10 Desember 1948 menjamin kebebasan ini sebagai 
berikut: 
“ Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this 
includes freddom to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas throught any media and 
regardless of frontiers.” 
 
 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
 mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk memiliki pendapat 
 tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan, 
 menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja 
 dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.” 
 
Kemudian  sidang  pertama  PBB  pada  tahun  1946  telah  
mengeluarkan  dan  mengesahkan  resolusi  59  (I)  yang  mengatakan: 
 “Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak manusia yang 
 mendasar dan batu ujian dari semua kebebasan-kebebasan 
 terhadap mana PBB mengabdi.” 
 
 Dalam konteks nasional disamping adanya jaminan dalam  pasal 
28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:” Kemerdekaan  berserikat  dan  
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan  lisan dan tulisan dan  
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, terdapat jaminan-
jaminan lain seperti dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak 
Asasi Manusia melalui pasal-pasalnya: 
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1. Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan 
sikap sesuai hati nurani (Pasal 14)  
2. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19) 
3. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untui mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya (Pasal 20) 
4. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 21) 
5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara (Pasal 34) 
6. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable). (Pasal 37) 
7. Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi dijamin dan dilindungi (Pasal 42). 
 
Jadi kebebasan informasi ini sudah merupakan ”legal right”  atau  
hak yang dilindungi bagi semua warga negara. 
Dengan demikian setiap penduduk Indonesia sebagai warga 
negara Indonesia dan warga dunia perlu diperhatikan hak- haknya untuk 
mendapat informasi, bukan hanya warga yang  berada di perkotaan atau 
yang mudah terjangkau sarana informasi melainkan juga mereka yang 
berada di pedalaman atau  daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses 
informasi tersebut.  Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memenuhi 
hak atas informasi bagi mereka dengan memberikan sarana atau akses 
optimal. Namun, kadangkala masih ada warga yang tidak  mendapatkan 
akses tersebut, atau jika ada sebagiannya malah mendapatkan akses 
informasi dari negara lain, terutama di  wilayah perbatasan yang cukup 
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jauh dari sumber-sumber informasi dalam negeri dan rentan terhadap 
peluberan siaran. 
2. Pentingnya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Informasi 
Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam 
lingkungan global, sehingga teknologi dan informasi menjadi hal yang 
sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Di zaman yang telah 
berkembang sangat cepat teknologi menjadi hal yang mulai  menguasai 
kehidupan manusia dalam hampis seluruh aspek kehidupan. Jarak kini 
tidak lagi menjadi penghalang bagi individu yang berjauhan, dengan 
adanya perangkat internet dengan berbagai fasilitas, program dan konten 
yang ditawarkan telah banyak membantu baik dari segi pembayaran, 
media sosial, media informasi, transaksi, telekomunikasi dan banyak lagi 
manfaat lainnya.  
Salah satu manfaat terbesar dari perkembangan teknologi adalah 
penyebaran informasi yang semakin cepat dan mudah untuk di akses 
sehingga membantu masyarakat luas baik di kota maupun di daerah 
dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan  hasil wawancara kepada 
warga di salah satu desa terpencil di Jeneponto mengatakan bahwa sejak 
dulu siaran lokal tidak sampai di daerah mereka termasuk Televisi 
Republik Indonesia (TVRI)  yang berlokasi di Makassar hingga saat ini. 
Hal inilah yang menyebabkan warga di desa ini terpaksa membeli antena 
parabola yang terbilang cukup mahal. Salah satu alternatif yang di lakukan 
warga yang kurang mampu di desa tersebut untuk mendapat siaran yang 
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lebih baik yakni dengan cara mencicil antena parabola seharga 1,5 juta 
per unit selama 2 tahun, sedangkan diliat dari segi  pendapatan warga 
tersebut termasuk orang yang hidup kekurangan. Salah satu fenomena 
yang juga banyak di desa-desa  terpencil yakni setiap rumah, bahkan 
rumah-rumah panggung yang tergolong sangat kecil dan bahkan terlihat 
sangat rapuh, di halaman mereka berdiri kokoh antena parabola. Hal ini 
tentu saja menunjukkan betapa pentingnya informasi dari siaran televisi 
bagi masyarakat indonesia terutama daerah-daerah terpencil. 
Berkat teknologi informasi ini juga, informasi yang ada di setiap 
tempat pada detikyang sama dapat dipantau di tempat lain meskipun 
tempat itu berada di belahan bumi yang lain, atau bahkan diruang 
angkasa sekalipun.Dewasa ini semakin dirasakan pentingnya 
pemanfaatan teknologi informasi sebagai saranauntuk layanan informasi 
bagi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan program-program 
pemerintah. Pemerintah bagaimanapun tidak dapat mengkesampingkan 
keberadaan teknologi informasi karena teknologi informasi merupakan 
sarana yang paling efektif untuk menyampaikan atau mensosialisasikan 
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berbagaibidang. 
Teknologi informasi yang difungsikan untuk layanan informasi 
kepada masyarakatmemungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam 
waktu seketika tanpa dapat dibatasioleh ruang dan waktu. Hal ini tentu 
akan sangat mendukung suatu disiplin ilmu atau suatujenis pekerjaan 
yang memerlukan kecepatan akses informasi seperti jurnalistik atau 
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ekonomi.Jurnalistik merupakan jenis kerja yang mengutamakan 
aktualitas/kecepatan; sedangkan padabidang ekonomi/bisnis percepatan 
informasi akan membawa pengaruh terhadap perolehanprofit atau 
sebaliknya.Sudah terbukti secara nyata bahwa bidang pembangunan, 
perekonomian, bisnis, dan bidanglainnya tidak akan mengalami kemajuan 
tanpa diimbangi dengan pencapaian kemajuan dibidang teknologi 
informasi. 
Salah satu contoh pentingnya informasi terutama bagi daerah-
daerah terpencil yakni seperti yang di katakan oleh kepala desa 
Bulu‟sibattang bahwa sejak masuknya informasi di desa mereka, warga di 
sana mulai berkembang terutama di bidangpendidikan dan peningkatan 
penghasilan. Contohnya dengan adanya informasi yang mereka dapatkan 
seperti informasi tentang pnerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga 
desa Bulu‟sibattang dapat berpartisipasi dalam seleksi penerimaan PNS 
yang diadakan di daerah mereka sehingga mata pencaharian di desa 
mereka kini tidak lagi hanya sebatas sebagai petani. Selain itu dengan 
adanya informasi terkait program-program pemerintah mengenai program 
sekolah gratis, mampumembantu pembangunan desa tersebut dalam 
bidang pendidikan, dimana dulunya desa Bulu‟sibattang hanya memiliki 
sekolah dasar, kini telah ada sekolah lanjutan hingga tingkat SMA. Hal ini 
tentu saja membuat peningkatan kesejahteraan kehidupan warga desa 
Bulu‟sibattang menjadi lebih baik. 
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3. Program Pemerintah Untuk Daerah Blank Spot 
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian Dalam 
Negeri,  Kementerian Negara  Pembangunan Daerah Daerah Tertinggal, 
Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI, dan Komisi Penyiaran 
Indonesia telah berupaya keras menumbuhkan lembaga penyiaran di 
daerah perbatasan, meningkatkan daya  pancar untuk memperluas siaran 
sampai ke perbatasan, dan mendorong tumbuhnya televisi-televisi kabel 
agar siaran Indonesia dapat dijangkau secara meluas. Dengan dukungan 
infrastruktur,  anggaran, kesederhanaan proses lisensi, dan support moral, 
niscaya upaya ini akan berujung hasil.  KPI pun akan  terlibat  penuh  
dalam  memberdayakan  lembaga  penyiaran  dan  SDM  di  wilayah  
perbatasan,  mulai  dari  sosialisasi bidang perizinan maupun konten 
siaran. Diharapkan dengan berjalannya program-program tersebut dapat 
mengatasi permasalahan blank spot dan menjadikan warga negara 
Indonesia sebagai komunitasmasyarakat informasi.  
Salah satu program yang kini telah menjadi pusat perhatian dari 
Kementerian KOMINFO yakni M-Pustika (Mobil Pusat Teknologi Informasi 
Komunitas) yang ditujukan untuk daerah dengan prioritas penyebaran 
informasi pada daerah tertinggal, terpencil, terluar, rawan bencana, dan 
pasca/rawan konflik. Progam bantuan itu merupakan bagian dari upaya 
pemerintah dalam rangka membangun simpul-simpul informasi di seluruh 
daerah di Indonesia, yang harus mendapat dukungan sepenuhnya dari 
unsur pemerintah daerah dan segenap aparaturnya. 
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Dengan begitu sasaran yang akan dicapai dalam membangun 
masyarakat informasi Indonesia akan terlaksana dengan lancar.Pihaknya 
menyatakan telah menyerahkan bantuan serupa secara rutin sejak 
beberapa tahun lalu. 
 Karena masyarakat kini makin kritis dan cerdas, sehingga agak 
ironis jika petugasnya tidak nyambung dalam berinteraksi dengan 
masyarakat, sehingga tidak boleh sampai informasi yang disampaikan 
serba ketinggalan dari media sosial dan media konvensional yang 
diperoleh masyarakat setiap hari. Menteri Kominfo juga berpesan pada 
jajaran Pemda, untuk tidak hanya "one way" menyampaikan informasi 
publiknya, tetapi harus juga bersifat interaktif kepada masyarakat.  
Artinya, menurut dia, petugas yang bertanggung-jawab harus dibekali 
dengan sejumlah informasi yang paling "up to date" sejauh tidak 
melanggar peraturan dan etika jurnalistik serta masih dalam batas 
kewajaran. 
Berikut lokasi penyebaran 15 mobil M-Pustika bertipe Mitshubisi 
L.300: 
1. Dishub Kominfo Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. 
2. Dishub Kominfo Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan 
Barat. 
3. Dishub Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi 
Maluku. 
4. Dishub Kominfo Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tengah. 
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5. Dishub Kominfo Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 
6. Dishub Kominfo dan Pariwisata Kabupaten bengkulu Tengah, 
Provinsi Bengkulu. 
7. Dishub Kominfo Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. 
8. Dishub Infokom kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. 
9. Dinas Kominfo Kota Pare- Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. 
10. Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigoel, Provinsi Papua. 
11. Dishub Kominfo Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. 
12. Dishubparbud Kominfo Kabupaten Blora, Provinsi Jawa 
Tengah. 
13. Diskominfo Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. 
14. Dishub Kominfo Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. 
15. Dinas Kominfo Kota Jayapura, Provinsi Papua 
Untuk  kendaraan roda dua bertipe Honda New Megrapro yang 
dilengkapi dengan box motor, netbook, toa (ZA-250S), LCD Projector, 
genset, dan TOA (Pengeras Suara) : 
1. Dinas Kominfo Provinsi Maluku. 
2. Dinas Kominfo Provinsi NTT. 
3. Dishub Kominfo Provinsi Bengkulu. 
4. Dishub Kominfo Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. 
5. Dishub Kominfo Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. 
6. Dishub Kominfo Kabupaten Kulon Progo, provinsi DIY. 
7. Dinas Kominfo Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. 
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8. Dishub Kominfo Kab. Bulukumba, Provinsi. Sulawesi Barat. 
9. Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera 
Barat. 
10. Dinas Kominfo Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. 
11. Dinas Kominfo Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. 
12. Dishub Kominfo Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. 
13. Dinas Kominfo Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. 
14. Dinas Kominfo Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
15. Dishub Infokom Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur 
Pemberian bantuan ini sudah dimulai dari 2005 sampai 2012 
sebanyak 73 buah mobil. Untuk pengadaan tahun terakhir ini harga mobil 
satu unit Rp326.212.700, harga motor satu unit Rp43.219.000. 
Kementerian Kominfo memastikan, pengadaan barang dan jasa untuk 
penyediaan bantuan kendaraan tersebut bersifat transparan dan obyektif 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Selain program M-Pustika, Pihaknya juga concern dengan 
penyediaan akses telekomunikasi yang lain, mulai dari fasilitas desa 
berdering, desa pinter, PLIK, M-PLIK dan desa informasi. Hal ini dilakukan 
dalam rangka meningkatkan penyebarluasan dan pemerataan informasi 
publik kepada masyarakat.42 
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4. Kendala Pemerintah Dalam Menangani Daerah Blank Spot 
 Daerah Blank Spot merupakan daerah yang tidak mendapat siaran 
diakibatkan jauhnya stasiun pemancar sehingga tidak terjangkau 
gelombang elektromagnetik yang membawa data untuk ditransmisikan ke 
dalam  siaran berupa gambar, maupun suara. Daerah-daerah blank spot 
kebanyakan merupakan daerah-daerah yang berada di perbatasan. Selain 
kendala tidak adanya atau jauhnya stasiun pemancar, masalah peluberan 
siaran (spill over) juga menjadi permasalahan yang krusial di daerah 
perbatasan. Di samping persoalan isi siaran (content program), peluberan 
siaran juga akan berdampak pada pemanfaatan spektrum frekuensi yang 
merupakan sumber daya  alam terbatas (scarcity natural resource). 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff humas di 
TVRI Pusat yang mengatakan bahwa kendala utama pemerintah dalam 
menangani daerah blank spot yakni kurangnya dana yang di anggarkan 
untuk keperluan pembangunan sarana-sarana telekomunikasi di daerah-
daerah blank spot khususnya di daerah perbatasan.  
Selain kurangnya anggaran dana yang di berikan oleh pemerintah, 
hal ini juga terkait akan kepedulian pemerintah terhadap bahaya siaran-
siaran luar dan pentingnya informasi bagi warga negara Indonesia. Hal ini 
terlihat dari tidak adanya regulasi yang di buat oleh pemerintah terkait 
penggunaan antena parabola. Saat wawancara bersama salah satu staf 
Kementerian Komunikasi dan Informasi, tersirat bahwa salah satu hal 
yang menyebabkan tidak adanya regulasi terkait penggunaan parabola 
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dikarenakan pemerintah menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan 
dari penggunaan parabola itu sendiri belum dalam tahap yang 
mengkhawatirkan, dengan dasar bahwa belum ada pengaduan yang 
diterima oleh KOMINFO terkait dampak negatif dari penggunaan parabola. 
Selain dari beberapa kendala di atas, letak geografis juga menjadi 
hambatan yang cukup besar bagi pemerintah untuk membangun stasiun 
pemancar di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan. Hal 
ini juga yang membuat anggaran dana yang dibutuhkan dalam 
pembangunan stasiun pemancar menjadi lebih besar dikarenakan jarak 
yang jauh untuk mengangkut alat-alat pemancar di kawasan tersebut. 
5. Dampak Penggunaan Parabola Terhadap Masyarakat 
Khususnya di Daerah 
Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang muncul tidak 
bisa lepas dari peran media televisi dan radio yang merupakan  medium 
penyalur nilai-nilai-nilai kepada masyarakat. Althusser (2002) dalam 
perspektifnya menunjukkan kaitan antara media massa dan ideology, 
dimana media massa mampu melakukan proses penyapaan dengan 
menempatkan individu dalam posisi dan relasi  social  tertentu. Hal ini 
termuat dan terintegrasi dalam seluruh proses ideologisasi. Lebih jauh  
lagi  media  massa  terutama televisi dan radio menjadi instrument  efektif-
efisien untuk mendistribusikan dan melakukan penetrasi nilai atau wacana 
dominan dalam benak orang sehingga menjadi konsensus politik. Kedua 
hubungan tersebut  ingin  menunjukkan  betapa  media massa  khususnya  
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televisi  dan  radio  begitu  berperan  dalam menyapa, memperlakukan, 
mempengaruhi dan membentuk  konsensus terutama kepada masyarakat 
yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi, yang kita 
sebut berada di perbatasan dan daerah-daerah terpencil lainnya.43 
 Secara aksioma, setiap lembaga penyiaran akan berpedoman dan 
bercirikan budaya serta ideologi bangsa masing-masing. Dengan adanya 
peluberan siaran maka kekhawatiran imprealisme ideologi dan budaya 
terhadap suatu negara dapat terjadi. Belum lagi jika penggunaan 
penyiaran secara sengaja diperuntukkan bagi tujuan- tujuan propaganda.  
 Diskursus  peluberan  siaran  diwarnai  antinomi  hukum  akibat  
dua  paradigma  yang kontradiksi. Berdasarkan prinsip kebebasan 
informasi yang dijamin dalam konsep Human Rights, maka negara- 
negara penganutnya mempunyai pandangan “free flow of information” 
berdasarkan kebijakan “open sky policy”. Sementara  itu  negara-negara  
yang  menolak  prinsip  kebebasan  ini  mengajukan  konsep  “prior  
consent”  atau perlunya persetujuan terlebih dahulu. Negara-negara 
penganut prior consent menyatakan bahwa tanpa adanya pembatasan, 
maka itu berarti melanggar hak kedaulatan suatu negara, melemahkan 
nilai kebudayaan suatu bangsa dan terjadi dominasi negara maju 
terhadap negara sedang bekembang. 
Salah satu contoh dampak dari tayangan-tayangan luar yakni 
semakin maraknya terjadi hubungan suami istri di kalangan remaja. 
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Sudah banyak sumber dan penelitian yang menyatakan tingginya tingkat 
aborsi, penularan penyakit kelamin serta jumlah perempuan yang tidak 
perawan di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh 
tontonan dari luar yang memang memiliki adat dan budaya yang berbeda 
dengan Indonesia terutama dalam hal pergaulan. Kebanyakan penganut 
free sex adalah orang-orang yang berada di perkotaan, karena biasanya 
mereka mengkonsumsi siaran dari luar melalui televisi kabel atau film-film 
dewasa produksi Indonesia sendiri yang banyak ditayangkan di bioskop-
bioskop. Hal ini menjadi menarik karena warga perkotaan yang notabene 
memiliki tingkat pendidikan yang baik masih mudah untuk terkena 
pengaruh dari luar, bisa dibayangkan jika warga masyarakat Indonesia di 
daerah-daerah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan self 
defense yang baik mengkonsumsi tayangan-tayangan dari luar tentu akan 
berdampak lebih besar  terhadap mereka. Salah satu contoh besarnya 
dampak dari kurangnya informasi dan pengaruh tayangan televisi luar 
yakni daerah Papua yang warga masyarakatnya masih banyak yang tidak 
mengenyam pendidikan dan paling minim dalam mendapatkan informasi, 
dinobatkan sebagai provinsi yang paling banyak terinfeksi HIV di 
Indonesia. 
C. Aspek Hukum Internasional Direct Broadcast Satellite (DBS) 
Secara  historis,  persoalan  peluberan  siaran  paling  awal  telah  
dirasakan  di  kawasan  Eropa.  Secara geografis,  negara-negara  Eropa  
memiliki  wilayah  perbatasan  yang  sangat  mudah  diterpa  peluberan  
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siaran. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, negara-negara Eropa 
kemudian bersepakat dalam European Convention on  Transfrontier  
Television,  yang  disahkan  di  Strasbourg,  Perancis  tahun  1989.  
Dalam  hal  isi  siaran,  Pasal  7 konvensi tersebut mengatur bahwa: 
1. All items of programme services, as concerns their presentation 
and content, shall respect the dignity of the human being and 
the fundamental rights of others. In particular, they shall not: 
a. be indecent and in particular contain pornography; 
b. give undue prominence to violence or be likely to incite to 
 racialhatred. 
2. All items of programme services which are likely to impair the 
physical, mental or moral development of children and 
adolescents shall not be scheduled when, because of the time 
of transmission and reception, they are likely to watch them. 
3. The broadcaster shall ensure that news fairly present facts and 
events and encourage the free formation of opinions. 
Majelis  Umum  (General  Assembly)  PBB  juga  turut  campur  
dalam menyelesaikan persoalan  spill  over, khususnya  yang  diakibatkan  
oleh penggunaan  satelit.  Pada  tanggal  10  December  1982,  ditetapkan  
Resolusi nomor A/RES/37/92, yang mengadopsi Principles Governing the 
Use by States of Artificial Earth Satellites for International  Direct  
Television  Broadcasting.  Prinsip-prinsip  pemanfaatan  satelit  untuk  
penyiaran  langsung televisi yang terdiri dari 15 (lima belas) prinsip, antara 
lainmenyatakan: 
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1. Activities in the field of international direct television 
broadcasting by satellite should be carried out in a manner 
compatible with the souvereign rights of states, including the 
principle of non- intervention, as well as with the right of 
everyone to seek, receive and impart information and ideas as 
enshrined in the relevant United Nation instruments. 
2. Such activities should promote the free dissemination and 
mutual exchange of information and knowledge in cultural and 
scientific fields, assist in educational, social and economic 
development, particularly in the developing countries, enhance 
the qualities of life of all peoples and provide recreation with 
due respect to the political and cultural integrity of States. 
3. These activities should accordingly be carried out in a manner 
compatible with the development of mutual understanding and 
the strengthening of friendly relations and co-operation among 
all States and peoples in the interest of maintaining 
international peace and security. 
4. Activities in the field of international direct television 
broadcasting by satellite should be conducted in accordance 
with international law, including the Charter of the United 
Nations, the Treaty on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 
Moon and Other Celestial Bodies, of 27 January 1967, the 
relevant provision of the International Telecommunication 
Contvention and its Radio Regulation and of international 
instruments relating to friendly relation and cooperation among 
States and to human rights. 
5. Every States has an equal right to conduct activities in the field 
of international direct television broadcasting by satellite and to 
authorize such activities by person and antities under its 
jurisdiction. All States and peoples are entitled to and should 
enjoy the benefits from such activities. Acces to the technology 
in this field should be available to all States without 
discrimination on terms mutually agreed by all concerned. 
6. Activities in the field of international television broadcasting by 
satellite shoyld be based upon and encourage international co-
operation. Such co-operation should be the subject of 
appropriate arrangements. Special consideration should be 
given to the needs of the developing countries in use of 
international direct television by satellite for the purpose of 
accelerating their national development. 
7. Any international dispute that may arise from activities 
coveredby these principles should be settled throught 
established procedures for the peacefull settlement of disputes 
agreed upon by the parties to the dispute in accordance with 
the provision of the Charter of the United Nations. 
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8. States should bear international repsonsibility for activities in 
the field of international direct television broadcasting by 
satellite carried out by them or under their jurisdiction and for 
the conformity of any such activities with the principles set forth 
in this document. 
9. When international direct television broadcasting by satellite is 
carried out by an international intergovernmental organization, 
the responsibility referred to in paragraph 8 above should be 
borne both by the organization and by the States participating in 
it. 
10. Any broadcasting or receiving States within an international 
direct television broadcasting by satellite service establihsed 
between them requested to do so by any other broadcasting or 
receiving States within the same service should promptly enter 
into consultasion with the requesting States regarding its 
activities in the field of international direct television 
broadcasting by satellite, without prejudice to other consultation 
which these States may undertake with any other States on that 
subject.  
11. Without prejudice to the relevant provisions of international law, 
States should co-operate on a bilateral and  multilateral  basis  
for  protection  of  copyright  and  neighbouring  rights  by  
means  of  appropriate agreements between the interested 
States or the competent legal entities acting under their 
jurisdiction. In such co-operation they should give special 
consideration to the interests of developing countries in the use 
of direct television broadcasting for the purpose of accelerating 
their national development. 
12. In the order to promote international co-operation in the 
peaceful exploration and use of outer space, States conducting 
or authorizing activities in the field of international direct 
television broadcasting by satellite should inform the Secretary-
General of the United Nation, to the greatest axtent possible, of 
the nature of such activities. On receiving this information, the 
Secretary-General should disseminate it immediately and 
effectively to the relevant specialized agencies, as well as to the 
public and the international sciantific community. 
13. A States which intends to establish or authorize the 
establishment of an international direct television broadcasting 
by satellite service shall without delay notify the proposed 
receiving States or States of such intention and shall promptly 
enter into consultation with any of those States which so 
request. 
14. An International direct television broadcasting satellite service 
shall only be established after the condition set forth in 
paragraph 13 above have been met and on the basis of 
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agreemants and/or arrangements in conformity with the 
relevant instruments of the International Teleommunication 
Union and in accordance with these principles. 
15. With respect to the unavoidable overspill of the radiation of the 
satellite signal, the relevant instruments of the International 
Telecommunication Union shall be exclusively applicable. 
 
Salah satu prinsip yang juga dicetuskan untuk menengahi 
permasalahan spill over adalah yang dihasilkan dalam ITU - World 
Administrative Radio Conference (WARC) 1977. Prinsip toleransi terhadap 
peluberan siaran diatur  dengan  menekankan  bahwa  “segala  peluberan  
yang  terjadi  bukanlah  merupakan  suatu  kesengajaan, akibat  sulitnya  
pengaturan  teknis  berkaitan  dengan  bentuk  wilayah  negara”.  Prinsip  
ini  yang  kelak  harus diberlakukan  bilamana  pada  akhirnya  tidak  
terdapat  kesepakatan  mengenai  pemecahan  masalah  spill  over 
tersebut. Walaupun demikian prinsip ini akan sulit diterapkan bagi 
penyiaran yang stasiun pancarnya tepat berada di wilayah perbatasan. 
Stasiun tersebut memang tidak dimaksudkan dengan sengaja untuk 
melakukan spill over, akan tetapi karena karakteristik gelombang radio 
maka spill over tetap akan terjadi. Larangan bagi pendirian stasiun 
pemancar pada radius tertentu di daerah garis perbatasan mungkin 
merupakan solusi. 
Terdapat negara-negara yang mengantisipasi peluberan siaran 
dengan menggunakan teknologi sistem anti gangguan (anti jamming 
system). Secara teoritis prinsip kerja sistem ini adalah dengan 
memancarkan suatu signal penghalang (blocking signal) yang bekerja 
pada frekuensi yang sama dengan dinas yang akan ditahan luberannya.  
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Seorang ahli hukum Belanda, F.Gondius, mengemukakan bahwa: 
“The generally recognized principles of the peaceful coexistence of 
states, whereby one state may not impose its ideology of others, 
provide grounds for jamming radio broadcast that constitute 
interference in the internal affairs of states.” 
 
Walaupun Gondius menyebutkan bahwa jamming merupakan suatu 
pernyataan tentang terganggunya urusan  dalam  negeri  suatu  negara,  
akan  tetapi  dia  juga  mengingatkan  bahwa  tidak  ditetapkannya  
jamming sebagai sesuatu yang ilegal dapat merupakan penyebab 
interferensi yang merugikan. 
Aturan  hukum  internasional  yang  juga  dapat  digunakan  untuk  
mengatur  persoalan  isi  siaran  adalah International Convention 
Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace yang disahkan 
di Geneva, 23 September 1936. Konvensi ini telah diterima sebagai salah 
satu perjanjian internasional (treaty series) yang diakui oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 24 (I) tanggal 12 Februari 1946. 
Pasal 1 Konvensi menegaskan bahwa negara-negara harus 
mengusahakan tindakan pencegahan dan, jika menjadi penyebab 
timbulnya, untuk segera menghentikan tanpa terlambat penyiaran 
beberapa transmisi pada wilayah teritorialnya, yang telah menimbulkan 
kerugian terhadap suatu pengertian baik internasional (detriment of good 
international understanding) yang merupakan tindakan yang bertentangan 
dengan kepentingan dalam negeri (internal order) atau keamanan suatu 
negara (national security). 
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Selanjutnya  pada  Pasal  2  Konvensi  ini  diatur  tentang  larangan  
propaganda  atau  hasutan  yang  dapat menimbulkan pertikaian dengan 
kalimat: 
“The High Contracting Parties mutually undertake to ensure that 
transmissions from stations within their respective territory shall not 
constitute an incitement either to war against another High 
Contracting Parties or to acts likely to lead there to.” 
 
 Pengalaman internasional juga menggambarkan adanya langkah-
langkah antisipasi secara internal (self-measures) untuk menangkal 
pengaruh dari luar akibat luberan siaran ini, dilakukan oleh negara-negara 
antara lain dengan: 
1. Legal measures of self-help 
Penangkalan ini berwujud larangan-larangan pemerintah 
kepada penduduknya terhadap penggunaan antena parabola 
pada home receivers untuk menyaksikan luberan siaran televisi 
asing. Berbeda halnya dengan di Indonesia yang membolehkan 
penduduk memiliki antena parabola. Dilematis, mengingat 
masih banyaknya wilayah  Indonesia  yang  tidak  terlayani  
atau  tidak  terjangkau  (blank  spot)  penyiaran,  namun  
akibatnya penduduk mengkonsumsi siaran asing secara 
langsung tanpa filterisasi yang mampu meruntuhkan ideologi 
dan kebudayaan bangsa. 
2. Appropriate Counter-Measures 
Langkah  ini  ditempuh  dengan  mengembangkan  pola  siaran  
tandingan.  Ataupun  upaya  lain,  seperti  yang dilakukan  
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pemerintah  Singapura  dengan  menetapkan  pajak  tinggi  
bagi  perusahaan  dalam  negeri  yang memasang iklan pada 
stasiun penyiaran asing yang menimbulkan luberan siaran atau 
yang siarannya dapat disaksikan di Singapura dengan jelas.44 
Selain masalah peluberan siaran dari akibat sistem Direct 
Broadcasting Satellite (DBS) yang kini banyak digunakan, masalah 
interferensi yang merugikan juga menjadi masalah yang timbul dan 
memiliki pengaruh yang sama dengan dampak dari peluberan siaran. 
Untuk itu harmonisasi peraturan nasional tentang daya pancar dengan 
Radio Regulation menjadi sangat penting artinya. 
Keterpaduan batas daya pancaran antarnegara akan sulit 
mengingat Radio Regulation hanya memberikan suatu aturan umum 
seperti pada Article 30 (Peraturan No. 2666) bahwa: 
“....broadcasting station using frequencies below 5060 kHz or above 
41 MHz shall not employ power exceeding that necessary to 
mantain economically an effective national service of good quality 
within the frontiers of the country concerned.” 
 
Dengan demikian, aturan mengenai daya pancar di suatu negara 
belum tentu sama dengan negara lainnya, walaupun Radio Regulation 
juga memberikan petunjuk tentang maksimum daya yang dapat 
diselenggarakan. 
Sumber  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  
menyebutkan  bahwa  koordinasi  frekuensi perbatasan antara Indonesia 
                                                             
44
  Dr. Judhariksawan. 2012. Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerha Perbatasan 
NKRI. Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia. Hlm. 15. 
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dengan Malaysia secara efektif baru dimulai sejak Tahun 2002 dalam 
bentuk Joint Committee  on  Communications  (JJC).  Koordinasi  
frekuensi  perbatasan  antara  Indonesia  dengan  Singapura dilakukan 
dalam bentuk forum BCCM (Border Communication Coordination 
Meeting). Kedua forum tersebut untuk koordinasi dan diskusi hal-hal 
teknik menyangkut masalah frekuensi radio di daerah perbatasan maupun 
pertukaran kebijakan telekomunikasi dan frekuensi radio. Kemudian pada 
Bulan April 2005 disepakati dibentuk forum pertemuan tiga Negara 
(Trilateral Meeting) antara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang 
membahas masalah koordinasi frekuensi perbatasan di daerah Batam, 
Johor dan Singapura terutama koordinasi frekuensi penyiaran dan selular. 
Koordinasi frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan negara lain 
yang memiliki perbatasan langsung seperti Filipina, Timor-Timur dan 
Papua New-Guinea telah dirintis melalui berbagai forum. Baik dalam 
bentuk forum bilateral Joint Border Coordination, maupun melaui forum 
regional di tingkat ASEAN seperti ATRC (ASEAN Telecommunication 
Regulatory Council) serta forum internasional lainnya.45 
Peluberan siaran tidak hanya berdampak pada spektrum frekuensi. 
Hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah masalah ideologi negara. 
Secara aksioma, setiap stasiun penyiaran (radio siaran dan televisi) akan 
berpedoman dan bercirikan budaya dan ideologi bangsa masing-masing. 
Dengan adanya peluberan siaran maka kehawatiran imperialisme ideologi 
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  Ibid. Hlm 20. 
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dan budaya terhadap suatu negara dapat terjadi. Belum lagi jika 
penggunaan Dinas Siaran tersebut secara sengaja diperuntukkan bagi 
tujuan-tujuan propaganda. Untuk itu pulalah telah dirumuskan beberapa 
prinsip dalam Hukum udara Internasional bahwa: 
 Setiap negara memiliki hak untuk mencegah ruang udaranya 
dilintasi oleh transmisi-transmisi gelombang radio yang 
merugikan;  
 Setiap negara memikul kewajiban untuk tidak memperkenankan 
dan mencegah wilayahnya digunakan untuk transmisi 
gelombang-gelombang radio yang merugikan negara lain.46 
Dalam pasal 34 Konvensi dan Konstitusi Telekomunikasi 1992 yang 
menyatakan: 
1.) Para anggota tetap mempunyai hak untuk menghentikan 
pengiriman suatu telegram pribadi yang mungkin dapat 
membahayakan keamanan negara atau melanggar hukumnya, 
atau melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan, 
dengan ketentuan bahwa mereka segera memberitahukan 
kepada kantor asal telegram penghentian telegram tersebut 
atau sebagian daripadanya, kecuali apabila pemberitahuan 
tersebut mungkin dapat membahayakan keamanan negara. 
2.) Para anggota juga tetap mempunyai hak untuk menghentikan 
setiap telekomunikasi pribadi lainnya yang mungkin dapat 
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  Dr. Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
Hlm. 119. 
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membahayakan keamanan negara atau melanggar hukum, atau 
melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan.47 
Usaha pendekatan untuk mendekati masalah hukum yang timbul 
akibat dari Direct Broadcasting Satellite (DBS) Internasional yakni:48 
a. Di bidang Teknik, ditandatangani oleh World Administration 
Broadcasting Satellite Radio Converence (WABSC) dalam 
sidangnya tahun 1997 bahwa pancaran DBS tidak mungkin 
diatur atau diarahkan sesuai dengan bentuk perbatasan suatu 
negara, oleh karena itu luapan (Spill Over) dari DBS pada 
perbatasan negara lain tidak dapat dihindarkan. 
b. Di bidang Kerjasama Internasional, Kanada dan Swedia telah 
mengusulkan suatu kerjasama regional untuk memperoleh 
pengakuan praktek untuk mengetahui masalah-masalah hukum 
internasional yang timbul. 
c. Di bidang lain, dengan mengesahkan resolusi PBB seperti 
terdapat dalam UNESCO mengenai Declaration of Guiding 
Principle on The Uses of Satelite Broadcasting for the Free Flow 
of Information and Spread of Education and Greater Cultural 
Exchange. 
d. Selanjutnya dengan menyiapkan suatu rancangan tentang 
konsep pengaturan DBS internasional dengan membentuk 
Kelompok Kerja (Working Group).  
  
                                                             
47
  Ibid hlm. 125. 
48






1) Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam 
hal ini adalah pemerintah. Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi 
Manusia (DUHAM), Semua penjelasan dalam komentar umum 
menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah 
kewajiban negara (State Responsibility). Negara harus 
menjalankan  kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain 
penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi 
(to fullfil). 
 Indonesia sebagai salah satu negara penganut paham free 
flow of information memberikan akses informasi seluas-luasnya 
kepada masyarakat Indonesia. Salah satu tindakan pemerintah 
dalam memenuhi hak warga negaranya untuk mendapat informasi 
yakni dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat 
indonesia untuk menggunakan internet dan antena parabola (untuk 
mendapat siaran-siaran lokal maupun dari luar yang bersifat free to 
air). Oleh karena itu pemerintah tidak memiliki peraturan yang 
secara signifikan mengatur masalah yang terkait dengan 
penggunaan antena parabola. 
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2) Antena parabola dan antena UHF dianggap sebagai perangkat 
telekomunikasi yang bersifat free to air bagi masyarakat indonesia. 
Sehingga penggunaan parabola dianggap merupakan hak tiap 
warga negara terutama untuk memenuhi hak tiap individu dalam 
mendapatkan informasi seluas-luasnya. 
Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang muncul 
tak bisa lepas dari peran media televisi dan radio yang merupakan  
medium  penyalur  nilai-nilai-nilai  kepada  masyarakat.  Althusser  
(2002)  dalam  perspektifnya  menunjukkan kaitan antara media 
massa dan ideologi, dimana media massa mampu melakukan 
proses penyapaan dengan menempatkan individu dalam posisi dan 
relasi sosial tertentu. Hal ini termuat dan terintegrasi dalam seluruh 
proses ideologisasi.   Lebih jauh  lagi  media  massa  terutama  
televisi  dan  radio  menjadi  instrument  efektif-efisien  untuk  
mendistribusikan  dan melakukan penetrasi nilai atau wacana 
dominan dalam benak orang sehingga menjadi konsensus politik. 
Kedua hubungan tersebut  ingin  menunjukkan  betapa  media  
massa  khususnya  televisi  dan  radio  begitu  berperan  dalam  
menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk 
konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari 
pusat pemerintahan dan pusat informasi. 
 Meskipun di Indonesia sendiri dampak dari peluberan siaran 
akibat dari penggunaan parabola belum menjadi perhatian khusus 
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oleh pemerintah, namun akibat dari penggunaan parabola itu 
sendiri kini menjadi masalah serius di daerah-daerah. Tingkat 
agresifitas serta tidak adanya rasa malu lagi terhadap norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat mulai mengikis budaya tiap daerah 
secara perlahan. Salah satu hal yang paling miris juga terjadi di 
daerah perbatasan yang notabene paling rentan terhadap 
peluberan siaran. Di daerah perbatasan, banyak warga di sana  
yang bahkan tidak mengenal siapa presiden dan lagu 
kebangsaannya, mereka lebih mengenal identitas negara lain 
daripada identitas mereka sendiri sebagai warga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3) Secara  historis,  persoalan  peluberan  siaran  paling  awal  
telah  dirasakan  di  kawasan  Eropa.  Secara geografis,  negara-
negara  Eropa  memiliki  wilayah  perbatasan  yang  sangat  mudah  
diterpa  peluberan  siaran. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, 
negara-negara Eropa kemudian bersepakat dalam European 
Convention on  Transfrontier  Television,  yang  disahkan  di  
Strasbourg,  Perancis  tahun  1989. Majelis  Umum  (General  
Assembly)  PBB  juga  turut  campur  dalam menyelesaikan 
persoalan  spill  over, khususnya  yang  diakibatkan  oleh 
penggunaan  satelit.  Pada  tanggal  10  December  1982,  
ditetapkan  Resolusi nomor A/RES/37/92, yang mengadopsi 
Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites 
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for International  Direct  Television  Broadcasting. Dalam pasal 34 
Konvensi dan Konstitusi Telekomunikasi 1992 juga di atur serta 
Aturan  hukum  internasional  yang  juga  dapat  digunakan  untuk  
mengatur  persoalan  isi  siaran  adalah International Convention 
Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace yang 
disahkan di Geneva, 23 September 1936. Konvensi ini telah 
diterima sebagai salah satu perjanjian internasional (treaty series) 
yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 
Nomor 24 (I) tanggal 12 Februari 1946. 
B. Saran 
 Sementara ini, perlu diakui bahwa  tidak  semua  lembaga  
penyiaran  di  Indonesia  mampu  menjangkau  semua  wilayah  
nusantara, masih  ada  area  blank  spot  yang  karena  kondisi  geografis  
susah  dijangkau  atau dari segi ekonomis  tidak menguntungkan  untuk 
didirikan  lembaga penyiaran. Maka berbagai upaya yang harus  dilakukan 
antara lain, adalah: 
1.) Peningkatan pembangunan infrastruktur penyiaran seperti 
tower, pemancar relay dan keberadaan Lembaga Penyiaran(LP) 
2.) Meningkatkan koordinasi antara KPI, LP, Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah Setempat. 
3.) Mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah-
daerah Blank Spot seperti desa-desa terpencil dan kawasan 
perbatasan. 
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4.) Membuat regulasi yang mampu memproteksi wilayah NKRI 
terutama dari siaran-siaran asing akibat spill over. Salah satu 
regulasi yang dapat dibuat yakni tentang jual–beli Antena 
parabola  
5.) Memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk 
Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) di daerah. 
6.) Aktif mengadakan sosialisasi terkait masalah penyiaran guna 
meningkatkan Sumber Daya Manusia di daerah-daerah. 
 Pengalaman internasional juga menggambarkan adanya langkah-
langkah antisipasi secara internal (self-measures) untuk menangkal 
pengaruh dari luar akibat luberan siaran ini, dilakukan oleh negara-negara 
antara lain dengan: 
1.) Legal measures of self-help 
Penangkalan ini berwujud larangan-larangan pemerintah 
kepada penduduknya terhadap penggunaan antena parabola 
pada home receivers untuk menyaksikan luberan siaran televisi 
asing.  
2.) Appropriate Counter-Measures 
Langkah  ini  ditempuh  dengan  mengembangkan  pola  siaran  
tandingan.  Ataupun  upaya  lain,  seperti  yang dilakukan  
pemerintah  Singapura  dengan  menetapkan  pajak  tinggi  bagi  
perusahaan  dalam  negeri  yang memasang iklan pada stasiun 
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penyiaran asing yang menimbulkan luberan siaran atau yang 
siarannya dapat disaksikan di Singapura dengan jelas. 
Perbatasan juga disebut sebagai penjaga doktrin, kalau perbatasan 
hancur maka bangsa Indonesia juga demikian. Doktrin  adalah  bagian  
dari  kedaulatan  dan  ujung  tombak  dari  ideologi.  Ada  beberapa  
perbatasan  yang  kita  miliki terlanjur lebih maju dibanding daerah-daerah 
yang lain. 
 Selain itu, mengingat dampak utama peluberan siaran berpusat 
pada masalah isi siaran, maka koordinasi antar negara juga harus 
diupayakan untuk membahas persoalan isi siaran. Tujuannya agar siaran 
asing yang “terpaksa”  meluber  tidak  berisi  siaran  yang  berpotensi  
mengancam  kedaulatan  negara  dan  melakukan propaganda yang 
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